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ABSTRAK 
Skripsi ini berjudul “Dinamika Relasi Antar Kasta Pada Masyarakat 
Transmigran Bali Di Desa Kertooraharjo, Kabupaten Luwu Timur”. Disusun oleh 
Anwar dari Jurusan Antropologi Fisip Unhas, 2015. Skripsi ini terdiri dari 6 bab, 111 
halaman, 8 tabel, 7 gambar, dan lampiran yang berisi daftar informan dan surat izin 
penelitian. 
Penelitian ini dimulai dari mengkaji tentang pemahaman kasta pada masyarakat 
transmigran Bali di Desa Kertorahrajo. Selanjutnya menjelaskan perubahan pemahaman 
tentang kasta yang terjadi di masyarakat transmigran Bali di Desa Kertoraharjo. Pada 
akhirnya penelitian ini menganalisis dinamika relasi yang terjadi dan faktor-faktornya. 
Penelitian ini melihat proses rangkaian panjang penyesuaian diri masyarakat transmigran 
Bali terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan 
data dilakukan dengan partisipasi observasi, wawancara mendalam dan studi literatur. 
Masyarakat Bali adalah masyarakat yang berpegang teguh pada nilai dan norma 
budaya Bali dan hinduisme. Salah satunya kasta yang mengatur tingkatan lapisan 
masyarakat Bali mulai dari Brahmana, Ksatriya, Weisya, dan Sudra. Setiap kasta memiliki 
aturan dalam berinteraksi baik sesama kasta maupun bedakasta pada konteks sosial, adat 
dan agama. Menarik kemudian ketika kasta terdifusi seiring persebaran transmigran Bali 
dimana kasta diperhadapkan oleh kondisi multikulturalisme. 
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pemahaman mengenai konsep kasta, 
pembagian kasta, dan fungsi kasta di Desa Kertoraharjo masih bersifat pengetahuan 
normatif dengan pemahaman seperti di Pulau Bali. Pada kondisi kekinian pemahaman 
kasta di Desa Kertoraharjo juga mulai mengalami perubahan. Kasta hanya dipahami 
sebagai hasil warisan keluarga dan totalitas fungsi dari masing masing golongan tidak 
dipahami secara utuh.  
Relasi kasta pada konteks sosial dibangun tidak didasarkan pada pengetahuan 
tentang konsep kasta. Bahasa umum dan interaksi umum menjadi dasar utama dalam relasi 
pada kontek sosial. Konteks adat dan agama yang masih berpegang teguh pada konsep 
kasta. Masyarakat meyakini bahwa melanggar aturan dalam konteks adat dan agama 
memiliki resiko yang sangat besar. Beberapa dimensi dalam kontek adat dan agama 
sebenarnya juga mengalami perubahan, misalnya pada upacara ngaben dan pernikahan. 
Perubahan yang terjadi akibat pengaruh hubungan dengan konteks sosial. Faktor-faktor 
yang menjadikan perubahan kasta di Desa Kertoraharjo yaitu: pertama, faktor yaitu 
menyangkut pada proses adaptasi. Kedua, faktor eksternal yaitu menyangkut 
multikulturalisme. 
Kata Kunci: Kasta, Pemahaman, Perubahan, Relasi.  
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ABSTRACT 
This thesis title "The Dynamics of Relation between Caste Balinese 
Transmigrant in Kertooraharjo Village, Luwu Timur Distric". Compiled by Anwar 
of the Department of Anthropology Fisip Unhas, 2015. This thesis consists of 6 
chapters, 111 pages, 8 tables, 7 images, and attachment that contains a list of 
informants and license research. 
This study started from reviewing the understanding of caste in the community in 
the Kertorahrajo Balinese village. Further explaining the understanding of the changes of 
caste taking place at Balinese tranmigrant in the village Kertoraharjo. Finally this study to 
analyze the dynamics of relationships that occur and the factors. The research looked at the 
long series of Balinese transmigration community adjustment to the physical environment 
and social environment. This type of research is descriptive using qualitative research 
methods. Techniques of data collection is done participant observation, interview and 
literature study. 
Balinese Society is a society that hold fast to values and norms of Balinese culture 
and Hinduism. One of them that regulate caste Balinese society levels began from 
Brahmana, ksatriya, Weisya, and Sudra. Each caste has rules in interacting nice fellow caste 
and caste differences in social context, customs and religion. Interesting then when caste 
diffused over the transmigrant spread of Balinese where caste confronted by the conditions 
of multiculturalism. 
Based on the results of field research, the understanding of the concept of caste, 
caste levels, and the function of caste in the village Kertoraharjo still very normative 
knowleadge with such understanding on the island of Bali. In the present state of 
understanding caste in the village Kertoraharjo also began to change. Caste only be 
understood as the result of a family legacy and the totality of the function of each class are 
not fully understood. 
Caste relations in the social context is built not based on knowledge of the concept 
of Caste. The general language and general interactions become the main basis in relation 
to the social context. Customs and religion context that still hold fast to concept of Caste. 
Society believes that breaking the rules in the context of customs and religion have a very 
big risk. Some dimensions in the context of the actual customs and religion also changed, 
for example the Ngaben and wedding. Changes that occur as a result of the influence of the 
relationship with the social context. Factors that make change Caste in the village 
Kertoraharjo namely: first, internal factors which involves a process of adaptation. Second, 
external factors, namely concerning multiculturalism. 
Keywords: Caste, Knowledge, Change, Relations.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu tahun. Berawal dari 
sebuah mata kuliah yang memaksa peneliti mencari informasi tentang kajian suku 
bangsa Bali, sehingga akhirnya studi intensif tentang Bali peneliti lakukan. 
Penelitian ini terlepas dari etnosentris pada kajian klasik dan kajian kontemporer. 
Letak menariknya penelitian bukan pada perdebatan kedua hal tersebut, melainkan 
deskriptif secara kualitatif tentang masyarakat Bali di luar dari Pulau Bali. 
Indonesia merupakan negara dengan tingkat kepadatan penduduk sangat 
tinggi. Tingkat kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk disetiap pulau 
tidak sama. Beberapa pulau seperti Jawa dan Bali menempati urutan teratas dengan 
tingkat kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. 
Sehingga, pada masa pemerintahan Hindia Belanda masalah ini mendapat 
penanganan serius melalui program kolonialisasi (setelah masa kemerdekaan 
dikenal dengan istilah transmigrasi). Pemerintah kemudian melanjutkan program 
transmigrasi ini sebagai upaya menangani masalah tersebut. 
Masyarakat Bali tersebar di Nusantara ini bukan tanpa alasan. Bukan seperti 
Minangkabau yang tersebar karena budaya merantaunya, bukan seperti Bajo yang 
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tersebar karena budaya melautnya, bukan juga seperti Bugis yang terkenal dengan 
diaspornya karena budaya perdagangan. Masyarakat Bali tersebar di Nusantara 
karena kondisi kepadatan penduduk diwilayah asli yaitu Pulau Bali menjadikan 
pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan transmigrasi. 
Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat 
penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara sebagai suatu 
kebijakan nasional untuk mencapai keseimbangan penduduk yang merata (Heeren, 
1979: 6). 
Memindahkan penduduk terutama suku Bali bukanlah perkara mudah 
sebenarnya. Masyarakat Bali adalah masyarakat yang sangat kuat kenyakinannya 
terhadap nilai dan norma Hinduisme yang tidak terpisahkan dengan Pulau Bali. 
Keluar dari Pulau Bali menurut masyarakat Bali dahulu adalah sama saja 
meninggalkan Hindu. Dahulu mereka yang keluar dari Pulau Bali hanya mereka 
yang terusir karena sanksi adat atau indentik dengan masalah-masalah tertentu. 
Menarik memang cerita diatas, tetapi masalah penelitian bukan mengenai 
masyarakat Bali yang keluar Palau Bali kerena sanksi adat atau bahkan masalah-
masalah awal program transmigrasi. Penelitian seperti ini merupakan wacana yang 
panas pada masa-masa Orba (orde baru) dimana transmigrasi menjadi salah satu 
program andalan Sang Jendral saat itu. Isu-isu dalam perspektif antropologi yang 
cukup populer saat itu terkait adaptasi, benturan budaya, konflik, dan masih banyak 
lainnya. Pada penelitian ini peneliti tidak mengesampingkan hasil penelitian-
penelitian tersebut. Hasil penelitian itulah yang menjadikan peneliti menjawab 
pertanyaan besar kenapa masyarakat Bali pada akhirnya dapat keluar dari Pulau 
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Bali. Aspek historis yang dideskripsikan dalam penelitian-penelitian tersebut 
sangat membantu peneliti memahami kondisi masyarakat transmigrasi khususnya 
Bali. 
Proses transmigrasi sampai pada rangkaian adaptasi panjang saat ini 
menjadikan kebudayaan mereka mengalami perubahan. Perkampungan 
transmigran Bali misalnya, banyak dikonstruksi sehingga mirip seperti model 
perkampungan yang ada di Pulau Bali. Masalah lain yang lebih spesifik adalah 
mengenai startifikasi sosial masyarakat Bali.  
Pada masyarakat Bali dikenal dengan istilah kasta yaitu sebuah sistem yang 
erat kaitannya dengan Hinduisme dengan seluruh perangkatnya. Kasta dianggap 
sebagai sesuatu yang kaitannya dengan pemberian Tuhan oleh penganutnya, 
dipandang sebagai sesuatu yang diwariskan, kaku/mengikat, serta sulit berubah. 
Tetapi karena kasta merupakan bagian dari kebudayaan maka pasti mengalami 
perubahan. Perubahan dapat terjadi secara lambat atau cepat dan dipengaruhi oleh 
banyak faktor. 
Sistem kasta disefinisikan sebagai sebuah tatanan yang membagi semua 
masyarakat Hindu kedalam kelompok-kelompok endogam dengan keanggotaan 
herediter, yang serentak memisahkan dan menghubungkan seorang dengan yang 
lain melalui tiga karakteristik: pemisahan menyangkut perkawinan dan kontak; 
pembagian kerja dalam setiap kelompok yang mewakili satu profesi tertentu, dan 
akhirnya hirarki, yang mengurutkan kelompok-kelompok itu pada sebuah skala 
yang memilah mereka ke dalam kasta tinggi dan kasta rendah (Eriksen, 1998: 242). 
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Kasta pada masyarakat Bali secara umum dipahami oleh masyarakat Bali 
sebagai kedudukan atau penggolongan masyarakat berdasarkan pada keturunan. 
Kasta masyarakat Bali terbagi atas empat kasta yakni Brahmana, Ksatria, Waisya, 
dan Sudra. Brahmana adalah mereka yang mempunyai profesi kependetaaan dan 
memiliki kedudukan paling tinggi. Ksatria adalah mereka yang berprofesi sebagai 
abdi Negara atau kerajaan dan mereka inilah para keturunan Raja. Waisya adalah 
mereka yang berprofesi sebagai pedagang, usahawan/wiraswasta, dan pengrajin. 
Sementara Sudra merupakan kasta yang terendah, terdiri  dari orang-orang 
berprofesi sebegai buruh atau petani. Mereka tidak mempunyai gelar seperti halnya 
kasta yang lain (Kerepun, 2007: 6). 
Kasta inilah kemudian memunculkan berbagai aturan terkai pranata-pranata 
dalam masyarakat Bali yang terlihat sangat menekankan perbedaan kedudukan 
mereka. Misalnya dalam kehidupan sosial (interaksi sosial, mata pencaharian, dan 
lain-lain) dan upacara-upacara adat atau keagamaan (ngaben, pernikahan, dan lain-
lain), kedudukan mereka harus dibedakkan berdasar kasta mereka. Hal serupa juga 
terjadi pada masyarakat transmigran Bali. 
Lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya yang berbeda dengan Pulau 
Bali menjadi penting dalam mempertahankan eksistensi dan kedudukan dalam 
kasta. Kemampuan penyesuaian ini menjadi penentu masa depan kehidupan 
mereka. Rangkaian panjang penyesuain ini menjadikan terjadinya perubahan sosial 
budaya. Perubahan pengetahuan tentang kasta dan dinamika relasi antar-kasta salah 
satunya. Dimana perubahan pengetahuan menjadikan interaksi atau hubungan 
dalam kasta menjadi semakin berbeda dengan normatifnya. 
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Peneliti yang merupakan native diwilayah yang akan diteliti, tentunya 
memiliki memory social dalam beberapa historis yang menarik berkaitan dinamika 
diatas terutama relasi antar-kasta. Misalnya, tuntutan pada pemenuhan kebutuhan 
menjadikan masing-masing kasta harus bertahan dan terus melakukan usaha-usaha 
dengan seluruh sistem pengetahuan yang dimiliki. Semetara mata pencaharian awal 
di wilayah transmigrasi adalah pertanian. 
Keterkaitan antara-kasta dengan kondisi multikulturalisme seperti 
stratifikasi masyarakat lokal dan transmigran lain mempunyai pengaruh besar 
dalam relasi yang terjadi antar-kasta. Sehingga relasi ini juga menjadi poin penting 
dalam penelitian ini. 
Fokus dari penelitian ini lebih pada dinamika relasi antar-kasta yang 
dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat transmigran Bali. Perubahan 
yang dimaksud adalah dari aturan kasta secara normatif menjadi berbeda. Kasus 
seperti ini muncul di wilayah luar Pulau Bali dimana terjadi kehidupan komunal 
masyarakat Bali. Contohnya pada wilayah-wilayah transmigrasi seperti di Sulawesi 
Selatan. Salah satunya adalah Desa Kertoraharjo yang menjadi lokasi penelitian ini. 
Desa Kertoraharjo dipilih secara sengaja karena memiliki beberapa 
pertimbangan; pertama, memiliki kasta yang lengkap (brahmana, kastria, weisya, 
dan sudra), kedua, cukup kompleks dalam melihat relasi karena Desa Kertoraharjo 
lebih berkembang dibandingkan desa-desa lain. Hal ini dibuktikan bahwa adanya 
tingkat sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah 
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Atas (SMA), adanya pasar sebagai pusat ekonomi yang cukup berkembang, dan 
pertanian yang baik.  
Wilayah ini yang kemudian dipilih menjadi wilayah penelitian. Hal ini 
menjadikan alasan diambilnya judul “Dinamika Relasi Antar-Kasta Pada 
Masyarakat Transmigran Bali di Desa Kertoraharjo, Kabupaten Luwu Timur”. 
Guna menguangi bias penelitian peneliti selalu melakukan refleksi metodologi 
dalam mendeskripsikan penelitian ini. Secara sadar mengingat posisi subjektif dan 
objektif peneliti. 
B. Masalah Penelitian 
Pada lingkungan yang baru seperti wilayah transmigrasi masyarakat Bali 
akan memperoleh berbagai masalah. Perubahan ini juga menjadikan relasi antar-
kasta pada masyarakat transmigran Bali akan mengelami dinamika. Sehingga fokus 
penelitian ini adalah mengetahui bagaimana dinamika relasi antar kasta pada 
masyarakat transmigran Bali di Desa Kertoraharjo, kabupaten Luwu Timur. 
Pokok permasalahan dapat dirinci dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana pemahaman masyarakat transmigran Bali tentang kasta secara 
normatif di Desa Kertoraharjo? 
2. Bagaimaan perubahan pemahaman kasta pada masyarakat transmigran Bali 
di Desa Kertoraharjo terjadi? 
3. Bagaimana dinamika relasi antar-kasta pada masyarakat transmigran Bali di 
Desa Kertoraharjo? 
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4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan relasi antar-kasta 
pada masyarakat transmigran Bali di Desa Kertoraharjo? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
a. Mengungkapkan pemahaman masyarakat transmigran Bali tentang 
kasta secara normatif di Desa Kertoraharjo. 
b. Mendeskripsikan perubahan pemahaman kasta pada masyarakat 
transmigran Bali di Desa Kertoraharjo. 
c. Menggambarkan dinamika relasi antar-kasta pada masyarakat 
transmigran  Bali di Desa Kertoraharjo.  
d. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan relasi antar-
kasta pada masyarakt Bali di Desa Kertoraharjo. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Untuk peneliti dan akademik memperluas pengetahuan mengenai relasi 
antar-kasta pada masyarakat Bali di luar Pulau Bali yakni di wilayah 
transmigrasi.  
b. Sumbangsi pemikiran bagi Pemerintah Daerah yang dapat digunakan 
sebagai pengetahuan kebudayaan. Bahkan menjadi salah satu rujukan 
atau pertimbangan pembangunan atau pengembangan masyarakat 
(sumber daya manusia) di Desa Kertoraharjo Kabupaten Luwu Timur, 
Sulawesi Selatan. Hal Ini dapat meningkatkan proses pembangunan 
dalam rangkain perencanaan pembangunan pemerintah. 
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D. Kerangka Konseptual 
Masyarakat Bali adalah manusia etnis Bali. Manusia etnis Bali adalah 
sekumpulan orang-orang yang mendiami suatu wilayah tertentu (khususnya pulau 
Bali) diantara etnik-etnik yang ada di Nusantara, yang memiliki kesadaran 
(consciousness) yang kuat tentang: (1) adanya kesatuan budaya Bali, (2) bahasa 
Bali, dan (3) kestuan Agama Hindu. Disamping itu manusia etnis Bali dianggap 
memiliki kesadaran yang kuat akan perjalanan sejarahnya serta memiliki ikatan-
ikatan sosial dan solidaritas yang kuat yang berpusat pada pura, organisasi sosial, 
serta sistem komunal (Pitana, 1994: 48). 
Ada kurang lebih 5 juta orang Bali yang sebagian besar mereka tinggal di 
Pulau Bali, namun mereka juga tersebar di seluruh Indonesia. Penyebaran orang 
Bali ke luar Bali sudah terjadi sejak jaman dahulu kala. Contohnya, pada tahun 
1673, ketika penduduk Kota Batavia berjumlah 27.086 jiwa sudah terdapat 981 
orang Bali. Adapun komposisi bangsa-bangsa lainnya di masa itu adalah sebagai 
berikut: 2.740 orang Belanda dan Indonesia, 5.362 orang Mardijker, 2.747 orang 
Tionghoa, 1.339 orang Jawa dan Moor (India), dan 611 orang Melayu. Penduduk 
yang bebas ini ditambah dengan 13.278 orang budak (49 persen) dari bermacam-
macam suku dan bangsa. 
Sebagian besar orang Bali menganut agama Hindu, karna menjadi Kristen 
atau Muslim dalam pandangan orang Bali sama dengan berhenti menjadi orang Bali 
(Geertz, 1992: 137). Dalam sistem kepercayaan orang Bali berpedoman pada Panca 
Srada dan Panca Yadnya. Panca Srada merupakan lima pokok kepercayaan 
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terhadap: (1) Brahmana, yaitu percaya akan adanya Tuhan; (2) Atnam, yaitu 
percaya akan adanya roh kehidupan; (3) Samsara, yaitu percaya akan adanya 
kelahiran kembali; (4) Karmapala, yaitu percaya akan adanya hukum sebab dan 
akibat ; (5) Moksa , yaitu percaya akan adanya kehidupan abadi di alam nirwana. 
Sedangkan Panca Yadnya, yaitu: (1) Desa Yadnya (Yadnya pada Tuhan); (2) Resi 
Yatnya (Yadnya pada pembinaan agama); (3) Manusia Yadnya (Yadnya pada 
proses hidup manusia); (4) Pitra Yadnya (Yadnya pada roh-roh kehidupan; (5) 
Butha Yadnya (Yadnya pada kekuatan di luar manusia) (Utomo dkk, 1998: 15). 
Kebudayaan Bali masih banyak mengandung kemurnian sifat Hindu-Jawa. 
Perbedaan pengaruh dari kebudayaan Hindu-Jawa di berbagai daerah di Bali pada 
zaman Majapahit menyebabkan adanya bentuk masyarakat Bali, yaitu masyarakat 
Bali Aga dan Majapahit. 
Bali pada mulanya menggunakan media bahasa Sanskerta sejak 
pemerintahan Mahendradattagunapriyadharmapatni (permaisuri raja 
Dharmodayana Varmedeva), maka bahasa Jawa Kuno menggantikan media 
berbagai susastra Hindu dan hal ini tampak pengaruhnya terhadap bahasa Bali 
dewasa ini. 
Namun sekarang, Bali sebagian besar menggunakan bahasa Bali dan bahasa 
Indonesia1. Bahasa Bali adalah sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sundik dan 
lebih spesifik dari anak cabang Bali-Sasak. Bahasa ini terutama dipertuturkan di 
                                                          
1 Sebagian besar masyarakat Bali adalah bilingual atau bahkan trilingual. Bahasa Inggris adalah 
bahasa ketiga dan bahasa asing utama bagi masyarakat Bali yang dipengaruhi oleh kebutuhan 
industri pariwisata. Bahasa Bali di bagi menjadi 2 yaitu, bahasa Aga yaitu bahasa Bali yang 
pengucapannya lebih kasar, dan bahasa Bali Mojopahit yaitu bahasa yang pengucapannya lebih 
halus. 
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Pulau Bali, Pulau Lombok bagian barat, dan sedikit di ujung timur Pulau Jawa. Di 
Bali sendiri Bahasa Bali memiliki tingkatan penggunaannya, misalnya ada yang 
disebut Bali Alus, Bali Madya dan Bali Kasar. Bali alus dipergunakan untuk 
bertutur formal misalnya dalam pertemuan ditingkat desa adat, meminang wanita, 
atau antara orang berkasta rendah dengan berkasta lebih tinggi. Madya 
dipergunakan ditingkat masyarakat menengah misalnya pejabat dengan 
bawahannya, sedangkan yang kasar dipergunakan bertutur oleh orang kelas rendah 
misalnya kaum sudra atau antara bangsawan dengan abdi dalemnya. 
Sistem kekerabatan pada masyarakat Bali menganut sistem patrilineal, 
dimana garis keturunan ditarik melalui pihak laki-laki (purusa) menurut garis lurus. 
Kaitan ini pihak laki-laki memegang peran penting, baik dalam hubungan keluarga 
itu sendiri maupun dalam hubungan kemasyarakatan. Dalam hubungan dengan 
kekeluargaan, anak laki-laki sebagai penerus keturunan, penerus hak dan kewajiban 
dalam keluarga. Anak laki-laki mempunyai hak mewaris harta kekayaan orang 
tuanya (pewaris) dan mempunyai kewajiban atau tanggung jawab dalam 
pemeliharaan sanggah atau pemerajan baik secara fisik maupun spiritual. 
Pemeliharaan secara fisik, dimaksudkan untuk memelihara bangunan suci keluarga 
besar agar tetap bersih, aman, dan selalu dalam keadaan suci, sedangkan kewajiban 
religius adalah melakukan upacara (yadnya) yang dilakukan setiap hari-hari tertentu 
(Budiana, 2008: 10). 
Kewajiban lain adalah melakukan upacara pitra yadnya, antara lain 
pembakaran jenazah orang tuanya yang disebut dengan ngaben. Mereka ini 
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mempunyai kewajiban juga dalam pemeliharaan pura kahyangan tiga yang ada di 
desanya. 
Perkawinan yang terjadi dalam sistem kekerabatan patrilineal membawa 
konsekuensi bahwa si istri masuk ke dalam rumpun keluarga laki-laki (suaminya), 
untuk selanjutnya meneruskan keturunan dalam keluarga suaminya. Masuknya istri 
dalam rumpun suami, ditandai pula dengan adanya upacara pelepasan secara 
simbolis terhadap mempelai perempuan dari keluarga maupun leluhur orang tuanya 
yang sering disebut dengan upacara mejauman atau mepamit (Budiana, 2008: 11). 
Keluarga yang terbentuk dari perkawinan, dalam masyarakat Bali dikenal 
dengan istilah kuren. Kuren sebagai struktur kemasyarakatan terkacil terdiri dari 
ayah, ibu, dan anak. Dalam menjaga solidaritas dan keutuhan keluarga batih 
(kuren), mereka mendirikan tempat pemujaan leluhur dan Ida Hyang Widi Wasa 
yang disebut dengan sanggah atau pemerajan. Demikian pula halnya dengan 
gabungan dari sejumlah keluarga batih (kuren) akan memiliki sebuah pura dadia 
yang dipelihara dan diupacarai secara bersama-sama oleh keluarga batih (kuren) 
yang ada. Konsep demikian juga ditegaskan oleh H. Geertz dan C. Geertz (1975: 
79-80) bahwa hubungan keluarga dalam sistem kekerabatan di Bali dengan sistem 
patrilineal diikat oleh satu kesatuan tempat pemujaan yang disebut dengan sanggah 
atau pemerajan dan pura dadia. 
Sekalipun demikian antara keluarga golongan triwangsa dan sudra wangsa 
juga dapat dilihat adanya perbedaan terutama dalam kaitannya dengan perkawinan. 
Sebelum kondisi masyarakat Bali maju dan terbuka seperti sekarang ini, 
permasalahan perkawinan silang antara golongan triwangsa dan sudra wangsa 
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merupakan permasalahan besar. Dalam arti keturunan keluarga dari golongan 
triwangsa tidak dibolehkan kawin dengan keluarga golongan sudra wangsa. Dengan 
konsekuensi kepada yang melanggar bisa tidak diakui lagi sebagai anak oleh orang 
tuanya atau juga bisa dibuang, tidak diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. 
Namun, fenomena tersebut dewasa ini sudah berubah sesuai dengan kemajuan 
peradaban manusia. Bahkan, dalam dua dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan 
pemahaman simbol-simbol ekspresif, seperti pemahaman bahasa yang berstruktur, 
perbedaan perlakukan sosial dalam bidang perkawinan dan kematian serta 
penggunaan simbol-simbol propertis tempat tinggal (Pitana, 1994; 83). 
Masyarakat Bali hidup secara berkelompok dalam satu desa pakraman 
(desa adat) sebagai suatu kesatuan masyarakat. Kesatuan itu memiliki tradisi dan 
tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu tersendiri dalam ikatan 
kahyangan tiga dan mempunyai wilayah tertentu, harta kekeyaan sendiri, serta 
berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Pada satu desa pakraman sebagai unit 
di bawah desa pakraman, yang mempunyai seperangkat aturan adat (awing-awing) 
yang digunakan untuk mengatur hubungan perilaku antar individu manusia dalam 
masyarakat. 
Awing-awing dibuat oleh warga desa (karma desa) melalui kesepakatan 
dalam rapat desa yang disusun berdasarkan atas nilai-nilai ajaran Hindu. Dalam 
awing-awing tersebut diatur hak-hak dan kewajiban krama desa, diantaranya 
kewajiban warga (krama) untuk memelihara tempat suci (pura) dan prosedur untuk 
mendapatkan bantuan dari banjar atau desa krama dalam melaksanakan kegiatan 
upacara adat dan agama. Disamping itu, awing-awing membuat sanksi adat yang 
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yang ditimpakan kepada setiap warga (krama) desa pakraman yang melanggar hak 
dan kewajiban yang dimaksud. 
Pengaturan hak dan kewajiban krama desa dalam hubungannya dengan 
struktur desa dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana yang mengandung adanya tiga 
unsur yang dapat menciptakan kesejahtraan dan kebahagiaan hidup yaitu unsur 
parhyangan yaitu keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan; pawongan yaitu 
keselarasan hubungan manusia dengan manusia; dan unsur palemahan yaitu 
keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan alam (Surpha, 1993: 13; Agung, 
1983:3). 
Disamping itu orang Bali juga mengenal sistem kemasyarakatan dengan 
istilah Seka yang berfungsi menyelenggarakan hal-hal atau upacara yang berkenaan 
dengan desa, misalnya seka baris (perkumpulan tari baris), seka truna 
(perkumpulan para pemuda), seka daha (perkumpulan gadis-gadis)2. 
Struktur sosial masyarakat Bali dibagi kedalam 4 kelompok strata yang 
dikenal dengan catur wangsa3. Catur wangsa sebagai pengelompokan masyarakat 
Bali terdiri atas kelompok atau golonagan brahmana wangsa, ksatrya wangsa, 
weisya wangsa, dan sudra wangsa (jaba wangsa). Tiga strata pertama termasuk 
dalam golongan triwangsa dan golongan sudra wangsa sering disebut jaba wangsa. 
                                                          
2 Dalam Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali oleh I Gde Pitana (1994). 
3 Pada saat ini dipahami oleh masyarakat Bali sebagai “kasta” akibat proses perubahan 
pemaknaan masa kolonialisasi. Ini menjadikan dipilihnya penggunaan konsep kasta dalam 
penelian ini. 
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Keempat wangsa ini menunjukan adanya perbedaan strata secara tradisional yang 
didasarkan atas keturunan (Wiana dan Santri, 1993: 22). 
Dalam srtuktur sosial masyakat Bali, disamping konsep wangsa atau kasta 
dikenal pula konsep dadia, yang merupakan kelompok kekerabatan yang terdiri atas 
beberapa keluarga dalam satu warga (klen) yang disebut soroh (dalam 
Guermonprez, 2012). Setiap dadia memilik tempat pemujaan (pura) bersama, 
sebagai tempat pemujaan leluhur dan diupacarai secara bersama-sama. Masing-
masing keluarga dalam satu klen, juga memiliki tempat persembahyangan keluarga 
yang disebut sanggah atau pemerajan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
pura dadia merupakan wahana untuk mengintegrasikan kelompok keluarga kecil 
dalam satu warga (klen). 
Pandangan di atas, dikuatkan oleh temuan Geertz dan H. Geertz (1975) yang 
menjelaskan bahwa struktur kemasyarakatan berdasarkan wangsa di Bali tidak 
menunjukan adanya pembagian seluruh masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan 
dengan fungsi khusus, namu cendrung diklasifikasikan kedalam kelas yang sangat 
erat hubungannya dengan kekerabatan. Hanya saja, memang disadari bahwa dalam 
sistem kemasyarakatan yang tergolong dalam kelompok triwangsa dalam institusi 
pekawinan cenderung menerapkan prinsip dengan sistem endogamy. 
E. Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan 
metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
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orang dan prilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Bogdan dan 
Taylor dalam Moleong, 2010: 4). 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan 
menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai kondisi masyarakat Bali di 
Desa Kertoraharjo, Kabupaten Luwu Timur terkait hubungan kasta mereka di 
daerah tersebut. Serta memberikan data analisis yang baik mengenai masalah 
dinamika relasi antar-kasta yang terjadi. 
Penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretatif, yang didalamnya 
peneliti terlibat langsung dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus-menerus 
dengan para partisipan. Keterlibatan inilah yang nantinya memunculkan 
serangkaian isu-isu strategis, etis, dan personal dalam proses penelitian kualitatif 
(Locke, dkk. dalam Creswell, 2012: 264). 
Peneliti yang secara intensif ikut dalam pastisipasi pada kegiatan sosial, adat 
dan agama, kemudian mampu menganalisa masalah-masalah berkaitan dengan 
kasta di Desa Kertoraharjo. Penelitian kualitatif memang tidak dapat terpisahkan 
dari pengamatan partisipatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian 
dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti melibatkan diri dalam segala 
sisi pada dimensi penelitiannya seperti yang tersebut di atas. Kedudukan peneliti 
dalam penelitian kualitatif sangat kompleks. Peneliti merupakan perencana, 
pengumpulan data, analisator, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor 
hasil penelitiannya. 
Proses menghimpun data berkenaan dengan masalah yang diteliti, maka 
teknik penentuan informan ditentukan secara sengaja (purposive). Seperti memilih 
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kepala desa menjadi informan awal untuk memberikan gamabaran awal kondisi 
Desa Kertoraharjo secara umum dan gambaran kasta. Dianggap mengetahui 
masalah yang diteliti dan kemudian melakukan metode snowball dalam 
menentukan informan selanjutnya. Kepala desa kemudian memberikan sedikitnya 
sepuluh nama-nama calon informan dari berbagai kasta yang dianggap mengetahui 
masalah penelitian. Informan-informan tersebut termasuk seorang brahmana, 
ksatria, weisya, dan sudra. Masing-masing dengan berbagai latar belakang yang 
berbeda, baik yang maju secara ekonomi dan maupun tidak. Sehingga dalam 
menghimpun data pertama kali kepala desa dianggap sebagai informan yang 
mengarahkan dalam entered the research. 
Setelah wawancara awal dan melakukan metode snowball4 kemudian 
peneliti menentukan beberapa informan kunci dalam penelitian ini. Kriteria 
informan kunci dalam penelitian ini: pertama, berasal dari kasta brahmana, ksatria, 
weisya, dan sudra dan penduduk asli transmigrasi awal. Kedua, paham mengenai 
kondisi masyarakat Desa Kertoraharjo terutama dinamika kasta yang terjadi. 
Ketiga, memiliki pengalaman langsung berkaitan kasta.  
Pada penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu : 
1. Observasi Partisipasi (Participation Observation), yaitu dimana peneliti 
terlibat langsung dalam seluruh proses yang diteliti. Dimulai dari kegiatan 
                                                          
4 Metode snowball adalah metode menentukan dan mencari informan dari satu informan ke 
informan lain seperti analogi bola salju. Alasan menggunakan metode ini adalah karena kriteria 
informan yang dicarai dalam penelitian ini cukup sulit, terutama mereka yang masih alsi 
penduduk transmigrasi awal. 
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sosial seperti aktifitas pemerintahan di kantor desa, gotong-royong desa, 
rapat-rapat desa; salah salah satunya rapat Gapoktan (Gabungan Kelompok 
Tani), partisipasi pasar dengan menjadi pembeli langsung di pasar, juga ikut 
salah seorang penjual makanan dari suku Jawa, ikut kegiatan pertanian 
sawah kelompok tani, dan ikut dalam aktifitas pendidikan di salah satu 
sekolah. Partisipasi lain di konteks adat dan agama seperti ikut upacara 
ngaben (keluarga), melihat langsung aktifitas upacara-upacara di pura, ikut 
dalam kegiatan galungan dan kuningan. Ini semua dilakukan berkaitan 
dengan dinamika relasi antar-kasta yang ada pada masyarakat Bali di Desa 
Kertoraharjo.  
2. Indepth Interview (wawancara mendalam), yaitu merupakan percakapan 
dengan maksud tertentu dengan menggunakan pedoman wawancara 
(interview guideline) yang telah disusun sebelumnya dan melakukan 
pendalaman pada masalah-masalah terkait. Jenis wawancara yang 
digunakan adalah wawancara terstruktur (structured interview), wawancara 
semi-struktur (semi-structured interview) dan wawancara tidak terstruktur 
(unstructure interview). Tahap awal dalam wawancara peneliti 
menggunakan wawancara tidak terstruktur kepada seluruh informan dengan 
pedoman wawancara awal yang berisi pertanyaan-pertanyaan paling dasar 
dalam penelitian ini, kemudain dari hasil wawancara awal ini diperoleh 
beberapa data yang terbentuk menjadi beberapa pertanyaan berkaitan 
pemahaman, perubahan, dan relasi. Kemudian peneliti menyusun pedoman 
wawancara dua untuk wawancara semi-struktur ke beberapa informan yang 
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dianggap mengetahui masalah tersebut. Data wawancara kedua ini 
kemudian dianalisis hingga muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan 
mendalam penelitian misalnya relasi dalam konteks adat dan agama yang 
cukup tertutup. Peneliti kemudian membuat pedoman wawancara tahap 
ketiga yaitu wawancara terstruktur atau indepth interview (wawancara 
mendalam). 
3. Studi Literatur, adalah teknik pengumpulan informasi dari buku-buku, 
artikel, jurnal, internet atau hasil penelitian terkait data-data sekunder dan 
data historis lokasi penelitian. Informasi tersebut berisikan data-data 
kuantitatif (terkait demografis) dan data-data sejarah (terkait geografis). 
Alat bantu pengumpul data pada penelitian ini meliputi: 
1. Kamera untuk mendokumentasikan proses observasi, baik secara gambar 
maupun video. 
2. Interview Guideline (pedoman wawancara) dan Audio Recorder dalam 
proses wawancara.  
3. Filed Note atau catatan lapangan, suatu bentuk laporan yang peneliti tulis 
selama di lapangan, seperti coretan, curahan pikiran, maupun 
pengalamannya selama meneliti di tempat tersebut. Terkait field note 
peneliti juga membuat Emotion Book, dalam mendokumentasikan kondisi 
psikologi atau emosi peneliti selama proses penelitian berlangsung. 
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F. Teknik Analisis Data 
Analisis dan interpretasi data pada penelitian ini adalah analisis dan 
interpretatif kualitatif (John W. Creswell, 2009: 274-284), yang prosesnya berjalan 
sebagai berikut: 
1. Peneliti mempersiapkan data dari data field note, emotion book, transkrip 
wawancara, dan studi literatur selama penelitian. 
2. Membaca keseluruhan data secara seksama, teliti, dan berulang-ulang 
sampai diperoleh pemahaman yang benar. 
3. Coding Data (mengcoding data), yaitu penulis memberi kode-kode pada 
data dengan proses sebagai berikut: (1) Membaca transkrip dengan hati-hati, 
(2) Menulis makna dasar dari satu transkrip atau data yang dibaca dengan 
membuat semacam catatan kecil, (3) Membuat daftar topik dari catatan 
tersebut. Misalnya, topik berkaitan perbedaan pemahaman kasta, hubungan 
relasi-relasi yang terjadi, dari beberapa topik inilah yang kemudian 
dikelompokkan, (4) Kembali kebacaan dengan topik-topik tersebut, (5) 
Membuat hubungan dari topik-topik tersebut, lalu mengelompokkan topik 
yang memiliki kesamaan, (6) Masukkan data pada setiap coding yang ada. 
4. Menganalisa semua topi-topik yang telah dikelompokkan kemudian 
membuat tema-tema dari topik-topik yang dikelompokkan. Ini yang 
kemudian dijadikan sub-judul dalam bab empat dan bab lima pada hasil 
penelitian. 
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5. Selanjutnya menggunakan pendekatan naratif, yaitu menggambarkan 
keseluruhan data penelitian peneliti dalam bentuk narasi. Dilengkapi dengan 
referensi kutipan dan konsep (teori) terkait dengan hasil penelitian. 
G. Susunan Penulisan 
Penulisan dan penyusunan skripsi ini diorganisasikan dalam enam bab, 
yaitu: 
BAB I : Pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, masalah penelitian, 
tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode 
penelitian, teknik analisis data, dan susunan penulisan. 
BAB II : Kajian pustaka yang berkenaan dengan pengertian kasta dan 
wujudnya, kasta di Pulau Bali sebagai studi komparatif, dinamika 
relasi. 
BAB III : Gambaran umum lokasi yang terdiri dari sejarah singkat Desa 
Kertoraharjo, letak lokasi dan kondisi geografisnya, komposisi 
penduduk, pola pemukiman, sarana dan prasarana, bentuk 
pemerintahan. 
BAB IV : Bahasan pemahaman dan perubahan pemahaman kasta, yang 
terbagi atas pemahaman mengenai konsep kasta dan perubahan 
mengenai konsep kasta di Desa Kertoraharjo. 
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BAB V : Bahasan dinamika relasi dan faktor-faktor perubahan, yang terbagi 
atas dinamika relasi antar-kasta di Desa Kertoraharjo dan faktor-
faktor yang menyebakan terjadinya perubahan. 
BAB VI : Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kasta: Tentang Konsep dan Realitas 
Kasta dalam Dictionary of American English disebut: Caste is a group 
resulting from division of society based on class differences of wealth, rank, rights, 
profession, or job. Uraian lebih luas ditemukan pada Encyclopedia Americana 
Volume 5 halaman 775; asal katanya adalah “Casta” bahasa Portugis yang berarti 
kelas, ras, keturunan, golongan, pemisahan, tembok, atau batas. 
Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kasta adalah golongan 
(tingkat atau derajat) manusia dalam masyarakat beragama Hindu5. 
Para ahli sosial mengartikan kasta sebagai hirarki sosial, yakni merujuk 
pada karakteristik bawaan dan yang diwariskan. Sistem kasta disefinisikan sebagai 
sebuah tatanan yang membagi semua masyarakat Hindu kedalam kelompok-
kelompok endogam dengan keanggotaan herediter, yang serentak memisahkan dan 
menghubungkan seorang dengan yang lain melalui tiga karakteristik: pemisahan 
menyangkut perkawinan dan kontak; pembagian kerja dalam setiap kelompok yang 
mewakili satu profesi tertentu, dan akhirnya hirarki, yang mengurutkan kelompok-
                                                          
5 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) oleh Balai Pustaka. Dalam pembahasan dijelaskan 
mengenai Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra dan Paria (golongan rakyat jembel yang hina-dina 
dalam masyarakat Hindu). 
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kelompok itu pada sebuah skala yang memilah mereka ke dalam kasta tinggi dan 
kasta rendah (Eriksen, 1998: 242). 
Masyarakat diberbagai suku bangsa juga banyak memiliki sistem yang 
serupa dengan kasta. Salah satunya pada masyarakat Bugis (dalam Pelras, 2006) 
bahwa ada dua kedudukan  dalam masyarakat Bugis yang pertama mereka yang 
“berdarah putih” yang keturunan dewata yaitu golongan bangsawan dan mereka 
yang “berdarah merah” yang golongan biasa, rakyat jelata, atau budak.  
Pada masyarakat Buton (dalam Tahara, 2014) juga menjelaskan bahwa ada 
kelompok yaitu kaomu, walaka dan papara. Dimana kelompok kaomu dan walaka 
merupak kelompok atas yang mereproduksi stereotip terhadap kelompok papara 
yang merupakan kelompok budak. Dibeberapa suku bangsa lain memiliki istilah-
sitilah lokal dalam penyebutannya. Pada dasarnya pembagian ini sebenarnya ada di 
mana-mana ketika peradaban belum begitu maju. Atau kelas-kelas sosial di 
masyarakat ini berusaha dilestarikan oleh golongan tertentu yang kebetulan 
berkasta tinggi. Dari sini muncul istilah-istilah yang sesungguhnya adalah versi lain 
dari kasta, seperti berdarah biru, kaum bangsawan dan sebagainya yang 
menandakan mereka tidak bisa dan tak mau disamakan dengan masyarakat biasa. 
Bagi mereka yang berada di atas entah dengan sebutan darah biru atau bangsawan 
umumnya mempunyai komplek pemukiman yang berbeda dengan mereka di 
tingkat bawah. 
Menurut Barth (1981) kasta merupakan bentuk stratifikasi sosial. Ini 
dijelaskan olehnya dalam penelitiannya pada masyarakat Pathan di lembah Swat di 
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bagian utara Pakistan. Dimana dalam kasta memiliki bentuk strata atau tingkatan-
tingkatan tertentu yang bersifat hirarkis. 
Pandangan lain yang sama mengenai kasta juga dikemukakan oleh Max 
Weber sebagai satu segi dari struktur sosial, namun dibatah oleh Louis Dumont 
(1980). Menurut Dumont, agar dapat memahami kasta untuk melihatnya sebagai 
bagian yang terpadu dari suatu totalitas sosial dan budaya; karenanya kita tidak 
dapat berbicara tentang kasta-kasta secara terpisah dari konteks budaya khusus 
dimana kasta-kasta itu muncul. Dumont menegaskan bahwa kasta merupakan salah 
satu segi dari kebudayaan India dan harus dipahami dalam suatu totalitas sosio-
budaya Hindu. 
Masyarakat yang akan diteliti merupakan masyarakat agraris. Dengan mata 
pencaharian utama adalah pertanian. Kondisi agraris ini memiliki pengaruh 
terhadap kondisi dan jenis stratifikasi sosial yang ada. Terutama pengaruhnya 
terhadap kasta. 
Sistem stratifikasi agraris umumnya terdiri dari strata sosial berikut (1) elit 
ekonomi-politik yang terdiri dari penguasa dan keluarganya serta kelas tuan tanah; 
(2) kelas penyewa; (3) kelas pedagang; (4) kelas rohaniawan; (5) kelas petani; (5) 
kelas seniman; (7) kelas “sampah masyarakat”. Empat kelas yang disebut pertama 
dianggap kelompok kelas yang memiliki hak-hak istimewa. Tetapi kelompok-
kelompok yang memiliki hak istimewa terpenting tentu saja elit ekonomi-politik: 
kelas penguasa dan pemerintah. Para petani, seniman, dan kelas terakhir merupakan 
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kelas bawah, tetapi karena para petani merupakan kelas terbesar, ia juga merupakan 
kelas paling tereksploitasi (Sanderson, 2010: 153). 
Kasta masyarakat Bali pandangan diatas juga cukup relevan dari berbagai 
tulisan dan penelitian tentang kasta di Pulau Bali. Setiap strata sosial yang 
dijelaskan juga terdapat dalam sistem kasta. Hanya saja mengenai strata terakhir 
“sampah masyarakat” secara umum tidak dijelaskan dalam sistem kasta Bali. Tetapi 
dari beberapa sumber ada juga yang menjelaskan bahwa dalam sistem kasta 
masyarakat Bali juga terdapat strata tersebut yang dinamakan paria6. 
Antropologi sosial dan budaya, kasta digolongkan kedalam Struktur Sosial. 
Istilah struktur berasal dari kata structum (bahasa latin) yang berarti menyusun 
(Koentjaraningrat, 1979). Dengan demikian, struktur sosial memiliki arti susunan 
masyarakat. Adapun penggunaan konsep struktur sosial tampaknya beragam. 
Definisi struktur sosial menurut Menurut Radclife-Brown (1939), struktur 
sosial adalah suatu rangkaian kompleks dari relasi-relasi sosial yang berwujud 
dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, struktur sosial meliputi relasi sosial 
diantara para individu dan perbedaan individu dan kelas sosial menurut peran sosial 
mereka.  
Berawal dari konsep kebudayaan yang didalamnya terdapat konsep struktur 
sosial yang terbagi atas diferensiasi dan stratifikasi. Kasta membagi masyarakat 
kedalam kelompok-kelompok tertentu yang sifatnya herediter (bawaan dan 
                                                          
6 Kasta para budak, memiliki warna hitam. Tidak dijelaskan dibeberapa tulisan mengenai kasta 
Hindu Bali. Kecuali dalam KBBI dijelaskan mengenai konsep Paria. 
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diwariskan). Sistem kasta menyangkut prihal mengurutkan orang-orang sesuai 
status bawaannya, memiliki norma dan kaidah dalam mengatur keterkaitan antar 
anggotannya, menciptakan hubungan timbal balik, serta membagi tugas yang hanya 
dapat dilaksanakan oleh anggota tertentu saja. 
Dalam antropologi seseorang dapat menganalisis suatu masalah-masalah 
misalnya kasta. Objek penelitian tidak dilihat dari satu pendekatan  saja tetapi juga 
dapat dipandang dari berbagai pendekatan dalam antropologi agar menghasilkan 
perbedaan dan keragamaan data dan perspektif. 
Pendekatan antropologis lebih diarahkan pada pendalaman pola-pola yang 
menjadi orientasi utama dalam masyarakat. Pendekatan tersebut lebih banyak 
didasarkan pada pengumpulan data di lapangan, di mana antropologi lebih 
memusatkan pada usaha-usaha untuk merekonstruksikan kebudayaan-kebudayaan 
di dalam suatu keseluruhan. Pendekatan antropologi akan menghasilkan suatu pola-
pola ideal dari kasta. Pendekatan ini akan menghasilkan gambaran yang lebih 
lengkap mengenai relasi antar-kasta. Hal ini disebabkan ilmu antropologi 
khususnya dalam bidang penelitian memiliki berbagai pendekatan. Selain itu, 
pendekatan antropologi juga berusaha untuk merumuskan konsep kasta secara 
normatif bahkan dalam arti yang telah berubah. 
Realitas Kasta di Pulau Bali Sebagai Studi Komparatif 
Kasta pada masyarakat Bali dibagi menjadi empat kasta yakni Brahmana, 
Ksatria, Wesya, dan Sudra. Menurut pemahaman masyarakat Bali pada umumnya 
Brahmana adalah mereka yang mempunyai profesi kependetaaan dan memiliki 
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kedudukan paling tinggi. Ksatria adalah mereka yang berprofesi sebagai abdi 
Negara/kerajaan dan mereka inilah para keturunan Raja. Wesya adalah mereka 
yang berprofesi sebagai wiraswasta atau pengusaha. Sementara Sudra merupakan 
kasta yang terendah, terdiri  dari orang-orang berprofesi sebegai buruh atau petani 
dan mereka tidak mempunyai gelar seperti halnya kasta yang lain. 
Jika digambarkan akan seperti bagan piramida7 dibawah ini: 
 
Kasta Brahmana, Ksatria, dan Waisya sering diistilahkan sebagai 
Triwangsa. Sementara kasta sudra yag merupakan kasta terendah diistilahkan 
dengan Sudrawagsa. Dalam mengidentifikasi masing-masing kasta dapat dilakukan 
dengan mengenali nama atau gelarnya. Karena setiap kasta memiliki gelar 
penamaan sendiri, sehingga sangat jelas terlihat adanya perbedaan antara mereka. 
Misalnya saja Brahmana menggunakan gelar Ida Bagus (laki-laki) dan Ida Ayu 
(perempuan). Ksatria menggunakan gelar Anak Agung, Dewa Agung, Tjokorda, 
                                                          
7 Piramida ini menunjukkan kedudukan masing-masing kasta dimana Brahmana memiliki 
kedudukan teratas, Ksatria kedua, Waisya ketiga, dan Sudra terakhir. Sementara dari jumlah 
kuantitasnya, jumlah Sudra paling banyak kemudian Weisya, Ksatria, dan Brahmana paling 
sedikit. Sehingga pada wilayah transmigrasi jumlah ini juga mempengaruhi kuantitas masing-
masing kasta. 
Brahmana
Ksatria
Waisya
Sudra
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dan Dewa. Wesya menggunakan gelar I Gusti Agung, I Gusti Bagus (laki-laki), I 
Gusti Ayu (perempuan). Sementara Sudra tidak memiliki gelar, namum cara 
penamaan mereka menggunakan urutan kelahiran yaitu Wayan (pertama), Made 
(kedua), Nyoman (ketiga), dan Ketut (keempat), begitupun berulang pada anak 
selanjutnya (Kerepun, 2007: 50). 
Tahara (2014) dalam buku Melawan Stereotip juga menjelaskan bahwa 
kelompok Kaomu dan Walaka merupakan kelompok atas yang menguasai 
kekuasaan, privilese, dan prestise. Dianggap sebagai pendiri Wolio. Sementara 
Papara merupakan kelompok bawah yang menempati wilayah-wilayah di luar 
Wolio. Hal ini semua diatur oleh satu konsep bernama kamia (asal-usul), yang 
menjadi landasan pikiran atau pengetahuan kelompok-kelompok masyarakat Buton 
dan menjadi tindakan dalam memahami relasi sosial. 
Dalam kitab suci Veda tidak dikenal istilah kasta. Yang termuat dalam kitab 
suci Veda adalah Warna atau pada kitab Bhagavadgita adalah Catur Warna, yakni 
pembagian masyarakat menurut Swadharma (profesi) atau wilayah kerja masing-
masing. Selain itu, yang ada dalam kehidupan masyarakat Bali adalah Wangsa, 
yaitu sistem kekeluargaan yang diataur menurut garis keturunan. 
Pada masayarakat Hindu di India pun sesungguhnya bukanlah kasta tetapi 
Varnas Bahasa Sanskerta yang artinya Warna (colour); ditemukan dalam Rg Veda 
sekitar 3000 tahun sebelum Masehi yaitu Brahman (pendeta), Kshatriya (prajurit 
dan pemerintah), Vaishya (pedagang/ pengusaha), dan Sudra (pelayan). Tiga 
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kelompok pertama disebut “dwij” karena kelahirannya diupacarakan dengan 
prosesi penyucian. 
Kemudian yang menjadi persoalan, ketika kasta dipakai dalam memahami 
konsep Varna pada masyarakat Hindu. Ini diperkenalkan oleh bangsa-bangsa Eropa 
saat melakukan kolonialisme. Di Indonesia diperkenalkan di masa Kerajaan 
Majapahit (masa Hindu) oleh penjajahan (Portugis dan Belanda) dan sampai pada 
masyarakat Bali. Nama-nama yang dipakai dalam Catur Warna: Brahmana, Ksatria, 
Wesya, Sudra semua fungsinya diambil alih oleh kasta, termasuk gelarnya. 
Parahnya kemudian, gelar tersebut diwariskan turun-temurun, diberikan kepada 
anak-anak mereka tak peduli mereka menjalankan fungsi atau ajaran Catur Warna 
atau tidak8. 
Tetapi masalah dalam penelitian ini bukan terletak pada ketidak pahaman 
masyarakat Bali tentang konsep yang “sebenarnya” dan kesalah pahaman konsep 
perkastaan serta berbagai pembantahannya. Pada dasarnya sampai saat sekarang ini 
kasta tetap masih saja dijalankan dan dipahami secara utuh oleh masyarakat bali 
secara umum. Menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kasta 
dan konsep normatif kasta sudah berubah seiring perubahan sosial budaya yang ada. 
Lebih tepatnya penelitian ini berfokus pada dinamika relasi antar-kasta saat 
sekarang ini. 
                                                          
8 Bangsa Portugis yang dikenal sebagai penjelajah lautan adalah pemerhati dan penemu pertama 
corak tatanan masyarakat di India yang berjenjang dan berkelompok; mereka menamakan 
tatanan itu sebagai casta. Tatanan itu kemudian berkembang di Eropa terutama di Inggris, 
Perancis, Rusia, Spanyol, dan Portugis. Sosialisasi casta di Eropa tumbuh subur karena didukung 
oleh bentuk pemerintahan monarki (kerajaan) dan kehidupan agraris. Kemudian digunakan 
dalam kolonialisme. 
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Di Pulau Bali kasta oleh beberapa peneliti dan penulis ilmu sosial seperti I 
Gusti Ngurah Bagus (1969), I Ketut Wiana dan Raka Santri (2001), AA Gde Putra 
Agung (2001), Nengah Bawa Amadja (2001), dan AA GN Ari Dwipayana (2004) 
dianggap “kasta telah dihapuskan”. Tetapi istilah ini dipandang tidak realistis, 
karena untuk menghilangkan sebuah nilai dan norma (kasta) seutuhnya sangat tidak 
mungkin. Istilah yang tepat sebenarnya adalah tranformasi, perubahan, atau 
dinamika yang bergeser dari konteks normatifnya. 
Umumnya sistem kasta di Bali baru muncul setelah Bali ditaklukkan oleh 
Majapahit pada tahun 1343 Masehi, yang kemudian disusul dengan munculnya 
gelar-gelar kebangsawanan baru, yang mungkin asli Bali, karena gelar yang 
dipergunakan di Bali tidak semua ada samanya dengan di Jawa. Demikian kasta 
merupakan hasil Majapahitisasi terhadap Bali. Sampai sekarang seluruh ilmuan 
pun sepakat bahwa kasta adalah barang impor dari Jawa, tetapi gelar-gelar 
kebangsawanan mungkin asli ciptaan lokal Bali, yang mengalami perubahan 
berkali-kali. Gelar seperti Dalem, Gusti, dan Kiayi memang terdapat di Jawa tetapi 
yang lainnya tidak. 
Jika dijelaskan dengan Teori Difusi oleh Rivers (1864-1922) bahwa kasta 
mulanya muncul di India sebagai sebuah konsep yang menyebar seiring 
menyebarnya agama Hindu diberbagai belahan Dunia termasuk Jawa. Setelah 
masuk di Jawa dan diadopsi oleh kerajaan Majapahit, kasta kembali disebarkan 
diwilayah lain meliputi Pulau Bali. 
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Kasta sejak dahulu sampai sekarang telah menuai banyak problematik. 
Diantaranya mengenai aturan-aturan antar-kasta dalam berbagai segi kehidupan 
yang banyak mengalami perubahan. Misalnya dalam percakapan sehari-hari orang 
berkasta (anak makasta), yaitu orang termasuk golongan Triwangsa, golongan 
darah biru, dengan yang disebut golongan Sudrawangsa di Bali banyak menuai 
kecaman. Menurut sebagain peneliti para triwangsa sudah tidak lagi mampu 
manjalankan dharma dan kwajibannya. 
Tetapi tetap saja, kasta tetap ada pada masyarakat Bali yang secara jelas 
mampu membagi masyarakat Bali secara hirarkis menjadi golongan-golongan 
tertentu. Hanya saja memang terjadi berubahan, terutama dalam hal relasi mereka. 
Istilah yang kemudian tepat dalam hal ini adalah konsep dinamika. 
Untuk beberapa tulisan mengenai kasta pada masyarakat Bali di luar Pulau 
Bali yaitu wilayah transmigrasi sangat kurang referensinya. Kalaupun ada bukan 
sebuah penelitian kualitatif atau etnografi.  Secara spesifik kasta banyak pula 
menuai kasus atau problematika maka banyak literatur yang variatif menjelaskan 
mengenai kasta. Akhirnya para peneliti hanya lebih berfokus pada kasta dalam 
konteks Pulau Bali saja. 
Namun, penelitian-penelitian lain pada bidang atau aspek kehidupan 
masyarakat Bali di luar Pulau Bali cukup banyak. Misalnya mengenai sistem Subak 
oleh Dik Roth (2002)9 di wilayah transmigarasi yang sekarang juga menjadi 
                                                          
9 Dahulu masih Desa Kertoraharjo, Kecamatan Mangkutana dan Kabupaten Luwu Utara. 
Penelitian mengenai subak pada masyarakat Bali Desa Kertoraharjo. 
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wilayan yang dipilih dalam penelitian ini. Secara sosial-budaya khususnya 
pendekatan historis Dik Roth banyak memberikan penjelasan, namun sekali lagi 
spesifik mengenai kasta masih sangat kurang. 
Hal ini yang kemudian menarik untuk diteliti. Dimana aspek-aspek tertentu 
seperti historis lingkungan fisik yang bukan merupakan Pulau Bali. Lingkungan 
sosial kaitannya dengan hubungan antar kultur luar atau setempat (lokal), atau 
kondisi multikulturalisme, dan modal transmigrasi10 dari pemerintah yang sama. 
B. Dinamika Relasi Antar-Kasta 
Pengertian dinamika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gerak 
masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup 
masyarakat yang bersangkutan.  
Sementara dalam ilmu sosiologi, dinamika sosial diartikan sebagai 
keseluruhan perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu. 
Keterkaitan antara dinamika sosial dengan interaksi sosial adalah interaksi 
mendorong terbentuknya suatu gerak keseluruhan antara komponen masyarakat 
yang akhirnya menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat baik secara 
progresif ataupun retrogresif. Ada beberapa unsur yang berubah dan berkembang 
pada dinamika sosial yang terjadi. Diantaranya adalah struktur sosial, nilai-nilai 
sosial-budaya, dan organ-organ masyarakat (Suatu Pengantar Sosiologi, 2000). 
                                                          
10 Modal transmigrasi melingkupi modal yang diberikan pemerintah berupa lahan, rumah, 
perlengkapan rumah tangga, alat-latat pertanian (seperti cangkul, sabit, parang), bahan 
makanan, dll. 
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Masyarakat Bali di Pulau Bali telah mengalami perubahan sosial dan 
budaya. Perubahan dan dinamika yang terjadi merupakan ciri yang sangat hakiki 
dalam masyarakat dan kebudayaannya. Sebuah fakta yang tak terbatahkan bahwa 
perubahan merupakan suatu fenomena yang selalu mewarnai perjalanan sejarah 
setiap masyarakat dan kebudayaannya. Tidak ada satu pun masyarakat yang statis 
dalam arti absolut. Setiap masyarakat selalu mengalami tranformasi dalam fungsi 
waktu - sehingga tidak dicermati dengan waktu yang berbeda – baik masyarakat 
tradisional maupun masyarakat modern, meskipun dengan laju perubahan yang 
berfariasi (Redfield, 1960; Eisenstadt, 1992; Haferkamp dan Smelser, 1992, dalam 
Pitana, 1994). 
Wisnumurti (2012) dalam bukunya Relasi Kuasa–Penguatan Demokrasi 
Lokal di Bali menjelaskan mengenai pola relasi para aktor politik yang didominasi 
oleh triwangsa terhadap jumlah suara (sudrawangsa) dalam pemilihan kepala 
daerah. Karena triwangsa memiliki kekuasaan dan power sehingga menjadikanya 
mampu mengontrol relasi. Dalam dinamika penyelenggaraan politik lokal ini 
menjadi interaksi berbagai kepentingan untuk tujuan kekuasaan. Relasi kuasa 
berbagai kekuatan berpengaruh tidak dapat dihindari. Kontestasi yang terjadi 
mendorong intensitas komunikasi dan relasi semakin tinggi. 
Dalam buku tersebut juga dijelaskan bagaimana relasi berubah dari periode 
ke periode. Dari masa kepemerintahan dahulu sampai saat ini. Sependapat dengan 
pandangan Wisnumurti dalam analisis relasi diatas, pada masyarakat transmigran 
Bali juga mengalami proses serupa. 
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Hal diatas merupakan satu bentuk relasi antar-kasta pada dimensi politik 
yang dikaji dan diuraikan secara mendalam. Berbagai dimensi lain seperti 
matapencaharian, adat dan agama, pendidikan, dan lainnya coba akan dijelaskan 
dalam penelitian ini. Tentunya pendekatan yang paling relefan dalam hal ini adalah 
pendekatan holistik. 
Contoh mengenai dinamika relasi struktur sosial digambarkan lagi dalam 
masyarakat Buton mengenai kelompok Papara (suku Katobengke) yang dahulu 
distereotipkan kotor, jorok, bau, berkaki besar, dan lain-lain oleh kelompok koumu 
dan walaka. Kini pada perubahan yang terjadi mereka melakukan perlawanan 
terhadap stereotip tersebut. Ini adalah salah satu bentuk dinamika relasi yang terjadi 
di Buton. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM LOKASI 
A. Kertoraharjo: Desa Transmigrasi Bali di Luwu Timur 
Desa Kertoraharjo merupakan perkampungan yang terbentuk lebih kurang 
sekitar empat puluh tahun yang lalu, kini telah menjadi desa Bali yang makmur dan 
sejahtera. Wilayah yang awalnya merupakan hutan ini kemudian di jadikan sebagai 
wilayah program transmigrasi pemerintah pada tahun 1972 dan 1973. Ada beberapa 
kelompok suku bangsa yang mengikuti program transmigrasi diantaranya 
kelompok transmigaran Bali dan Jawa, keseluruhan berjumlah 500 keluaga, tiba di 
kawasan proyek transmigrasi bernama Kertoraharjo 1. Sejumlah 350 keluarga 
merupakan masyarakat Bali, semuanya beragama Hindu dan berasal dari berbagai 
kabupaten di Pulau Bali. Secara berurutan kedatangan mereka terbagi atas 
gelombang pertama 150 keluarga, gelombang kedua 100 keluarga, gelombang 
ketiga 50 keluarga. 
Menurut MS (45) awalnya transmigran berlabuh dari Bali menuju Sulawesi 
dan tiba di Pelabuhan Munte, Kabupaten Luwu Utara. Setelah itu transmigran 
ditampung di Desa Mulyasri yang merupakan desa transmigrasi yang lebih dulu 
dibentuk sebelum tahun 1970-an11. 
                                                          
11 Wawancara dengan MS (45) pada 12-01-2015. 
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Ketika sampai di lokasi para transmigran mulai membersihkan lahan 
pemukiman dan pertanian yang di berikan pemerintah, diamana kondisi masih 
merupakan hutan lebat. Setiap kepala keluarga memperoleh 0.25 ha pekarangan, 1 
ha sawah, dan 0,75 ha ladang12. Pada tahun pertama kegiatan utama masyarakat 
adalah penebangan, pembakaran, dan pembersihan. Bahan pemenuhan kebutuhan 
masih ditanggung oleh Departemen Transmigrasi berupa beras, minyak goreng, 
minyak tanah, gula, garam, ikan. Selain itu, mereka juga diberikan bantuan 
peralatan masak, peralatan pertanian sederhana, dan beberapa kebutuhan dasar 
lainnya. 
Kondisi ini merupakan kondisi sulit pada tahun-tahun pertama. Hasil 
pertanian seperti jagung, padi, dan umbi-umbian menjadi sasaran binatang seperti 
tikus dan babi. Sehingga tak banyak pula beberapa penduduk ditahun awal berada 
pada kondisi miskin dan serba kekurangan. Lebih berat lagi, saat tanggung jawab 
adat dan agama haruslah dijalankan. Masyarakat pada saat itu tetap melakukan 
ritual adat dan kegamaan dengan kondisi sederhana dan yang paling pokok saja. 
Pada perkembangannya kemudian masyarakat Bali mulai melakukan 
aktifitas pertanian yang rutin. Lahan-lahan mulai layak ditanami dengan jumlah 
cukup besar diantaranya komoditi jagung dan padi. Beberapa faktor yang kemudian 
menunjang pertanian di Desa Kertoraharjo berkembang dengan baik, menurut 
                                                          
12 Pada tahun pertama model transmigrasi didasarkan atas sistem tanaman campuran berupa 
padi dan tanaman musiman sepeti jagung, kedelai, dan kacang tanah. Namun demikian, karena 
kondisi setempat (tahah, irigasi, dan pengairan, kemiringan, dll) jarang sekali cocok dengan 
pembangunan irigasi, penyimpangan dari pola dasar sering terjadi. Pada tahun 80-an pertanian 
mulai dikombinasi dengan tanaman yang bisa terus mengasilkan uang (jangka panjang) seperti 
kelapa sawit dan kakao. 
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informasi KW (45) merupakan pengurus Kelompok Tani menyebutkan beberapa 
hal menjadikan pertanian di Desa Kertoraharjo berkembang cukup baik yaitu 
tingkat kesuburan tanah, kecukupan air, dan persatuan adat dalam pengelolaan 
bersama yang baik13. 
Penelitian lain yang dilakukan Dik Roth (2002) menjelaskan bahwa banyak 
daerah trasnmigrasi yang gagal berkembang di Indonesia dan justru membawa 
penduduknya pada jurang kelaparan. Namun menurutnya berbeda dengan Desa 
Kertoraharjo. Nampaknya ada dua faktor penyembab: pertama, tiadanya konflik 
tanah secara besar-besaran di daerah tersebut; kedua, kombinasi yang cukup 
berhasil antara transmigran dengan pembangunan irigasi. 
1. Letak Lokasi dan Kondisi Geografis Desa Kertoraharjo 
Desa kertoraharjo terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu 
Timur dan Kecamatan Tomoni Timur. Kabupaten Luwu Timur sendiri beribukota 
Malili, memiliki luas wilayah 6.944,88 km2 atau meliputi sekita 11,14% dari luas 
wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Secara geogafis berada disebelah selatan garis 
khatulistiwa, tepatnya terletak diantara 2o03’00” – 3o03’25” LS dan 119o28’56” – 
121o47’27” BT. Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten paling ujung timur 
Sulawesi Selatan yang pada bagian utara dan timur adalah Propinsi Sulawsesi 
Tengah, sebelah selatan adalah Propinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone, 
sementara di barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu Utara Propinsi 
                                                          
13 Wawancara dengan KW (45) pada 16-02-2015. 
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Sulawesi Selatan. Secara administrasi Kabupaten Luwu Timur dibagi menjadi 
sebelas kecamatan14. 
Kecamatan Tomoni Timur memiliki kondisi geografis dengan luas wilayah 
43,91 km2 atau sekitar 0,63 persen dari luas wilayah Luwu Timur. Berada pada 
2°29’40” - 2°34’20” LS dan 120°49’00” - 120°56’00” BT. Kecamatan Tomoni 
Timur terdiri dari 8 desa, yang semuanya berstatus desa definitif. Wilayah 
Kecamatan Tomoni Timur adalah daerah yang seluruh desanya merupakan wilayah 
bukan pantai. Secara topografi wilayah Kecamatan Tomoni Timur merupakan 
daerah datar. Selama tahun 2012 tercatat rata-rata curah hujan mencapai 201 mm 
dengan jumlah hari hujan perbulan mencapai 14 hari. Curah hujan tertinggi terjadi 
pada bulan Maret yakni 376 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari15. 
Sementara letak spesifik Desa Kertoraharjo terletak pada pusat Kecamatan 
Tomoni Timur. Desa Kertoraharjo memiliki luas wilayah 7,28 km2 dan sebagian 
besar wilayah adalah lahan datar dengan ketinggian 50 m dari permukaan laut. Desa 
Kertoraharjo memiliki empat dusun yaitu Dusun Bali Karya, Wana Karya, Sida 
Karya, dan Mekar Sari. Masing-masing dusun dipimpin oleh Kepala Dusun. 
Desa Kertoraharjo memiliki batas–batas wialyah sebagai berikut: 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pattengko. 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Manunggal. 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Margomulyo. 
                                                          
14 Lihat Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2013 oleh Dinas Kependdukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur. 
15 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012. 
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 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cendana Hitam. 
Jarak antara Desa Margomulyo ke kota kabupaten diperkirakan 44 km 
dengan jarak tempuh 40 menit, perjalanan relatif lancar karena kondisi jalan aspal 
permanen cukup baik. Kepadatan kendaraan juga sangat rendah, sehingga dapat 
memacu kecepatan kendaraan rata-rata 60-80 km/jam. Sementara jarak dengan 
ibukota propinsi diperkirakan 520 km dan dapat ditempuh menggunakan bus 
angkutan antar kota dengan waktu tempuh antara 10-12 jam. 
Keadaan iklim Desa Kertoraharjo termasuk beriklim tropis sama dengan 
daerah-daerah lain di Indonesia yang berada dibawah garis khatulistiwa, temperatur 
pada siang hari berkisar antara 26-34o C. Desa Kertoraharjo mengenal dua musim 
yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berkisar antara bulan 
November sampai April, sedangkan kemarau antara Mei sampai Oktober. 
Meskipun kemarau terjadi di Desa Kertoraharjo pasokan air tetap terjaga dengan 
sistem irigasi yang baik sehingga dalam setahun masyarakat dapat melakukan dua 
kali musim tanam. Bahkan karena irigasi yang baik kondisi kelembaban tanah saat 
musim kemarau tidak seekstrim wilayah lain di Sulawesi Selatan khususnya. 
Wilayah desa sebagian besar merupakan dataran rendah yang awalnya hutan 
gambut dan rawa-rawa. Sekarang telah menjadi lahan-lahan persawahan yang luas 
dan tertata dengan baik, lengkap dengan irigasinya. Dataran tinggi hanya berada di 
sebelah timur desa berupa pegunungan. Sampai saat ini masih tetap terjaga karena 
tidak ada aktifitas hutan berlebihan yang dilakukan oleh masyarakat Desa 
Kertoraharjo. 
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2. Komposisi Penduduk Desa Kertoraharjo 
a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur 
Komposisi jumlah penduduk Desa Kertoraharjo memiliki kepadatan 415 
per km2 dengan data sesuai jumlah jenis kelamin dilihat pada tabel 1 berikut: 
Tabel 1: Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah (Orang) 
Laki-Laki 907 Orang 
Perempuan 948 Orang 
Sumber: Kantor Desa Kertoraharjo Data Tahun 2013 
Data di atas jika diuraikan dalam komposisi penduduk berdasarkan 
klasifikasi umur dari 0 tahun – 55 tahun keatas di Desa Kertoraharjo maka dapat 
dilihat pada tabel 2 di bawah ini: 
Tabel 2: Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur 
Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 
0 – 4 Tahun 
5 – 9 Tahun 
10 – 14 Tahun 
15 – 19 Tahun 
20 – 24 Tahun 
25 – 29 Tahun 
30 – 34 Tahun 
35 – 39 Tahun 
74 
79 
86 
88 
55 
50 
55 
80 
65 
96 
105 
88 
63 
61 
64 
93 
139 
175 
191 
176 
118 
111 
119 
173 
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40 – 44 Tahun 
45 – 49 Tahun 
50 – 54 Tahun 
55 – keatas 
79 
57 
56 
152 
71 
43 
48 
151 
150 
100 
104 
303 
Jumlah 907 948 1.855 
Sumber: Kantor Desa Kertoraharjo Data Tahun 2013 
b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kepercayaan 
Penduduk Desa Kertoraharjo mayoritas adalah masyarakat Hindu Bali. 
Aktifitas keagamaan yang paling nampak adalah aktifitas ibadah Hindu ditandai 
adanya pura desa dan pura-pura keluarga. Pada hari-hari besar seperti purname, 
tilem, galungan, kuningan, nyepi, dan hari besar lainnya antusias warga sangatlah 
besar. Misalnya saat penelitian ini dilakukan bertepatan dengan hari tilem (habis 
bulan) dimana semua masyarakat desa datang ke pura untuk melakukan gotong 
royong pembersihan lingkungan pura. Hari besar lain seperti galungan dan 
kuningan tidak kalah ramainya, pura menjadi satu-satunya pusat aktifitas utama 
pada hari itu. Sehingga aktifitas internal desa tidak bisa dipisahkan dengan 
hinduisme. Tetapi tetap saja masyarakat masih dengan jelas memisahkan antara 
aktifitas desa adat dan desa dinas.  
Mayoritas penganut agama lain seperti Islam berada pada Desa 
Margomulyo yang berbatasan langsung dengan Desa Kertoraharjo. Dahulu 
merupakan wilayah administratif Desa Kertoraharjo tetapi mengalami pemekaran. 
Penduduk Desa Margomulyo yang mayoritas agama Islam merupakan transmigran 
dari wilayah Jawa. Dahulunya dua desa yang menjadi satu, sudah saling terikat 
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diantara warganya dan saling berinteraksi cukup intensif. Alasan karena memiliki 
latar belakang sejarah yang sama dan kondisi yang sama menjadikan suku Bali 
(Hindu) dan suku Jawa (Islam) memiliki hubungan toleransi yang baik. 
Banyak kemudian masyarakat Bali yang pandai berbahasa Jawa dan paham 
mengenai adat-adat Jawa serta sebaliknya. Kondisi toleransi dalam beribadah di 
tunjukkan saat peneliti melakukan dokumentasi pada acara Nyepi. Masyarakat 
Hindu Bali memiliki aktifitas mengarak Ogoh-ogoh keliling kampung dengan 
diiringi musik gamelan Bali yang khas dan mencolok. Rute terakhir arak-arakan 
adalah lapangan Kecamatan Tomoni Timur yang masih menjadi wilayah Desa 
Kertoraharjo. Sementara di ujung barat lapangan terdapat Masjid Desa 
Margomulyo yang tepat saat itu pula memasuki waktu magrib (sholat magrib). 
Menarik dimana gamelan yang awalya dimainkan cukup keras kemudian dikurangi 
suaranya bahkan dihentikan karena mendengar suara adzan magrib. Tak hanya itu, 
masyarakat Islam pun yang telah melangsungkan shalat magrib ikut melihat dan 
meramaikan upacara puncak nyepi dilapangan tersebut. 
Saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan AM (60) 
seorang pengrajin ukiran, juga memperlihatkan sikap toleransi yang sangat baik. Ini 
ditunjukkan saat dia menjelaskan mengenai konsep kasta kaitannya dengan Tuhan 
dan kepercayaan. 
“…..dalam Hindukan ada namanya Tri Hita Karane 
yaitu menghormati Tuhan, menghormati hutan atau 
alam, menghormati manusia. Saya pikir semua 
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agama juga sama begitu. Kalau ini saja dijalankan 
insyaallah pasti jadi baik.”16. 
Penyataan ini cukup menarik dimana AM (60) merupakan salah satu warga 
yang berkasta tinggi menyebutkan kata “insyaallah” yang erat dengan Islam. 
Artinya memang tingkat toleransi masyarakat Bali di Desa Kertoraharjo sangat 
baik. Membandingkan juga bahwa semua agama sifatnya sama, hanya cara 
beribadahnya saja berbeda-beda. 
Kasus lain yang terjadi dalam penelitian adalah ketika peneliti melakukan 
wawancara atau kunjungan kerumah salah satu warga Desa Kertoraharjo, mereka 
tidak menyuguhkan minuman buatan sendiri seperti the, kopi, atau lainnya. 
Minuman dan makanan yang disuguhkan adalah makanan produksi pasar. Setelah 
ditanya mereka menjawab bahwa masyarakat Jawa terutama agama Islam 
mengharamkan Babi. Jika bertamu dirumah orang yang memelihara babi tentunya 
takut makanan dan minuman yang disuguhkan tercampur. Guna menghargai 
mereka dan agar minuman dan makanan tetap dimakan sehingga alternatif inilah 
yang digunakan. Menurut mereka sia-sia saja jika menghidangkan minuman dan 
makanan yang dibuat sendiri jika tidak dikonsumsi, justru akan mubasir. 
Mereka akan merasa sangat senang jika makanan yang disuguhkan 
meskipun bukan buatan sendiri bisa makan. Artinya mereka merasa sangat dihargai 
dan menganggap bahwa sesama orang transmigrasi tidak memiliki perbedaan atau 
jarak. 
                                                          
16 Wawancara dengan AM (60) pada 14-01-2015. 
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 Berikut ini merupakan tabel komposisi masyarakat Desa Kertoraharjo 
berdasarkan kepercayaan: 
Tabel 3: Komposisi Berdasarkan Kepercayaan 
Agama Laki-Laki  Perempuan  
Islam 
Kristen 
Katholik 
Hindu 
Budha 
Khonghucu 
Aliran Lainnya 
7 
4 
0 
896 
0 
0 
0 
15 
4 
0 
929 
0 
0 
0 
Jumlah 907 948 
Sumber: Kantor Desa Kertoraharjo Data Tahun 2013 
c. Komposisi Berdasarkan Pendidikan 
Selain kondisi keagamaan kondisi pendidikan di Desa Kertoraharjo juga 
cukup baik. Ini dibuktikan dari data sekunder kuantitatif yang menunjukkan tingkat 
masyarakat yang sedang bersekolah dan telah tamat SD/SMP/SMA dan S-1 
memiliki angka lebih tinggi dibandingkan angka tidak pernah sekolah atau tidak 
tamat belajar. Kondisi ini tentunya sangat menunjang perkembangan terutama 
pembangunan Desa Kertoraharjo. 
 Berikut ini adalah tabel mengenai komposisi masyarakat Desa Kertoraharjo 
berdasarkan pendidikan: 
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Tabel 4: Komposisi Berdasarkan Pendidikan 
Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan 
Belum Masuk TK 
Usia 3-6 Tahun Sedang TK/Play Group 
Usia 7-18 Tahun Tidak Pernah Sekolah 
Usia 7-18 Tahun Sedang Sekolah 
Usia 18-56 Tahun Tidak Pernah Sekolah 
Tamat SD/Sederajat 
Usia 12-56 Tidak Tamat SLTP 
Usia 18-56 Tidak Tamat SLTA 
Tamat SMP/Sederajat 
Tamat SAM/Sederajat 
Tamat D-1/Sederajat 
Tamat D-2/Sederajat 
Tamat D-3/Sederajat 
Tamat S-1/Sederajat 
Tamat S-2/Sederajat 
Tamat S-3/Sederajat 
9 
14 
4 
189 
46 
215 
82 
66 
114 
121 
1 
3 
5 
32 
1 
0 
17 
17 
5 
216 
71 
227 
99 
79 
104 
101 
1 
0 
3 
13 
0 
0 
Jumlah 907 948 
Sumber: Kantor Desa Kertoraharjo Data Tahun 2013 
 Di Desa Kertoraharjo sendiri terdapat beberapa lembaga pendidikan mulai 
dari TK/Play Group sampai pada Sekolah Menengah Atas (SMA). Jumlah lembaga 
pendidikan mulai dari TK di Desa Kertoraharjo terdapat dua, terdapat dua SD 
berstatus negeri , satu SMP berstatus negeri, dan satu SMA berstatus negeri. 
Kelengkapan inilah yang mendukung kemajuan pendidikan masyarakat. 
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3. Pola Pemukiman 
Masyarakat Bali merupakan salah satu masyarakat yang memiliki ciri khas 
bangunan pemukiman yang identik dan menarik serta berorientasi ke arah religi. 
Arsitektur tradisional Bali tercipta dari hasil akal budi manusia dimana 
pengejawantahannya didasari oleh pandangan terhadap alam semesta, sikap hidup, 
norma agama, kepercayaan dan kebudayaan masa lalu. Falsafah hidup masyarakat 
dilandasi oleh karya-karyanya. Dimana kehidupan masyarakat Bali tidak lepas dari 
ajaran dan kepercayaan, yaitu Hindu Dharma. Dalam ajarannya dikatakan bahwa 
semua mahluk sudah dititahkan hidup dalam alamnya masing-masing dan hidup 
dalam kesatuan yang harmonis dengan alamnya (Kumurur & Damayanti, 2009: 1). 
Kalau di daerah asalnya, penduduk Bali terpencar-pencar karena desanya 
terpisah-pisah, disamping itu lokasi perkampungannyapun bergunung-gunung. 
Sedangkan awalnya di Desa Kertoraharjo telah berkosentrasi pada suatu lokasi 
yang terencana karena diatur oleh pemerintah. Departemen Transmigrasi dan 
Pemukiman Perambah Hutan telah mengatur kondisi pemukiman awal dengan 
membangun jalan utama pada posisi tengah dan membuat jalan melintang searah 
jalan utama sehingga membentuk petakan-petakan luas. Kemudian menempatkan 
posisi rumah-rumah sepanjang jalan utama yang sudah dipetakan menjadi 0.25 ha. 
Sehingga Desa Kertoraharjo memiliki lorong-lorong dari jalan utama, mulai dari 
lorong satu sampai lorong tiga belas17. 
                                                          
17 Lorong satu sampai lorong enam terbagi atas lorong barat dan timur, sementara lorong tujuh 
sampai tiga belas terdiri dari atas lorong timur saja. Karena lorong bagian barat merupakan 
wilayah Desa Margomulyo. 
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Saat ini tingkat kepadatan rumah sudah sangat berbeda sejak awal 
transmigrasi dulu, kondisinya sekarang sudah semakin padat. Bahkan setiap lorong 
dengan jarak masuk ±500 m memiliki jumlah rumah mencapai antara 10-15 rumah. 
Jika divisualisasikan dari atas maka pola pemukian Desa Kertoraharjo membentuk 
pola petakan-petakan yang memanjang dari arah utara ke arah selatan sesuai jalan 
poros dan lorong yang melintang dari barat ke timur. 
Nama jalan poros utama adalah Jl. Andi Tabacina Achmad yang merupakan 
jalan poros utama Kecamatan Tomoni Timur. Tetapi masyarakat lebih sering 
menamakan dengan istilah jalan kerto. Pemukiman masyarakat terbagi atas lorong-
lorong kecil (1-13) dengan jalan berkrikil18.  
Setiap rumah masyarakat Desa Kertoroharjo memiliki ciri yang khas dan 
menarik seperti pada umumnya pemukiman masyarakat Bali dibanyak tempat. Satu 
pekarangan pada bagian utara rumah akan diisi oleh beberapa bangunan rumah 
yang terdiri dari rumah utama (tempat melakukan aktifitas seperti menonton dan 
tidur). Sebelah selatan diisi rumah dapur (tempat melakukan aktifitas memasak). 
Pada bagian tumur laut berisi pura keluarga yang dibangun cukup besar dan 
memiliki model paling mencolok. Sejajar pada bagian tenggara rumah di buat 
kandang-kandang ternak seperti babi dan sapi. Di sela-sela halaman ditanami 
berbagai tumbuhan bunga-bungaan dan ditanami umbi-umbian jalar. Ini karena 
                                                          
18 Beberapa jalan lorong kondisinya masih berkrikil, tetapi beberpa jalan lorong lain sudah cukup 
baik dan telah diaspal. Jalan-jalan lorong yang diaspal yaitu jalan lorong menuju SMP Negeri 1 
Tomoni Timur, jalan lorong menuju SMA Negeri 1 Tomoni Timur, jalan lorong menuju Kantor 
Camat Tomoni Timur, dan jalan lorong tengah yang membelah jalan-jalan lorong menjadi dua 
bagian. 
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bunga menjadi salah satu bahan dasar dalam membuat sesaji pada upacara-upacara 
adat dan agama masyarakat Bali. Sedangkan umbi-umbian hanya akan diambil 
daunnya untuk makanan pokok hewan ternak mereka seperti babi. 
Kondisi rumah seperti ini tentunya telah mengaami adaptasi panjang yang 
sebelumnya merupakan rumah satu atap yang dibangun Departemen Transmigrasi. 
Mereka membangun rumah dengan model umum tanpa membagi-bagi fungsi 
rumah sesuai dengan aturan dan filosofi rumah Bali. Sehingga pada tahun-tahun 
pertama sampai tahun kelima menurut MK (55 tahun)19 yang merupakan tukang 
banguan khas Bali mengatakan, bahwa penduduk mulai menambah bagian-bagian 
tertentu rumah, seperti sanggah atau pura keluarga memisahkan dapur dari rumah 
utama. Hingga sampai saat ini dalam perkembangannya rumah kayu mereka sudah 
menjadi bangunan-bangunan batu lengkap dengan hiasan khas Bali mereka. 
4. Bentuk Pemerintahan 
Pada akhir tahun 70-an, dengan berpindahnya tanggung jawab administratif 
dan Menteri Transmigrasi kepada hirarki administrasi pemerintahan daerah 
(kabupaten, kecamatan), seluruh bekas areal transmigrasi Kertoraharjo menjadi 
desa kemudian, desa ini menjai dua: yaitu desa yang sekarang bernama 
Kertoraharjo yang semua penduduk Bali dan Desa Margomulyo dengan penduduk 
campuran Bali dan Jawa. 
                                                          
19 Wawancara dengan MK (55) pada 08-02-2015. 
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Negara bukanlah satu-satunya sumber pengaturan administratif 
organisasional lokal. Disamping pegaturan administrasi dan sumber-sumber 
regulasi pemerintah, bagi penduduk Bali terdapat juga bidang kekuasaan 
pengaturan institusi dan administrasi adat. Salah satu institusi adat Bali adalah desa 
adat yang terdiri dari sejumlah dusun adat atau banjar.  
Sejak kedatangan ke tempat penampungan mereka, setiap empat kelompok 
mukim membentuk sebuah banjar. Ketika proses penempatan pemukim selesai, 
pengaturan kembali banjar tejadi dengan tujuan untuk menjadikan mereka unit 
spasial yang terbatas secara jelas. Demikianlah, empat banjar baru berdiri. Pada 
tahun 80-an, salah satu dari banjar ini pecah sehingga keseluruhnnya menjadi lima 
banjar. Ketika tempat penampungan semula dibagi menjadi dua desa administratif, 
sebagian dari banjar desa adat Bali Kertoraharjo menjadi bagian desa administratif 
Margomulyo, yang terutama didiami oleh penduduk Jawa (Roth, 2002: 195). 
Saat ini di Desa Kertoroharjo terdapat lima banjar. Banjar sendiri di Desa 
Kertoroharjo digunakan sebagai pusat kegiatan tingkat dua (seperti dusun) dalam 
adat. Interaksi masyarakat dalam Banjar dibangun dengan dasar aturan adat dan 
agama, bukan aturan otonomi desa dinas. Tetapi diwilayah transmigrasi ini 
beberapa banjar selain terdapat banguana pusat kegiatan adat dan agama, juga 
terdapat bangunan fasilitas umum berupa Pustu (Puskesmas Pembantu). Setiap 
banjar dipimpin oleh kapala banjar yang fungsinya mengatur aktifitas lingkup 
banjar. 
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Pada tingkat lebih luas dari bajar terdapat desa adat yang dipimpin oleh 
bendeso adat yang mengontrol aktifitas adat dengan lingkup lebih luas. Masalah 
yang ditangani cakupannya lebih luas misalnya pembangunan pura desa, persiapan 
upacara dan hari besar Hindu. 
Desa dinas sendiri dipimpin oleh kepala desa dengan struktur organisasi 
yang sifatnya sama seluruh Indonesia. Berikut ini adalah Struktur organisasinya di 
Desa Kertoraharjo: 
 
B. Kondisi Sosial Ekonomi 
1. Perkembangan Kependudukan 
Perkembangan kependudukan menjadi perhatian besar pemerintah tentunya 
dalam mengontrol pembangunan terutama pada aspek sosial ekonomi. Kontrol dari 
pertumbuhan penduduk menjadi perhatian paling penting karena ketika 
Kepala Desa 
Kaur 
Pemerintahan
Kaur Umum
Kaur 
Pembangunan
Bendahara 
Barang
Bendahara
Operator 
Computer
Sekretaris Desa 
BPD
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pertumbuhan penduduk melewati kapasitas muat suatu wilayah atau lingkungan 
hasilnya berakhir dengan kelebihan penduduk. 
Gangguan dalam populasi manusia dapat menyebabkan masalah 
seperti polusi, kriminalitas tinggi, dan berbagai masalah lain meskipun dapat 
ditutupi dengan perubahan teknologi dan ekonomi. Wilayah tersebut dapat 
dianggap kurang penduduk bila populasi tidak cukup besar untuk mengelola 
sebuah sistem ekonomi. Jika upaya mengatasi laju pertumbuhan penduduk ini tidak 
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka mustahil sasaran perbaikan 
kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Sehingga diperlukan terobosan-terobosan baru 
untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program-program yang 
sudah dicanangkan oleh pemerintah, seperti Keluarga Berencana (KB). 
Kondisi perkembangan penduduk di Desa Kertoraharjo masih cenderung 
terkontrol dan tidak melewati batas pertembuhan penduduk nasional. Pada tabel 5 
dibawah ini terlihat tingkat perkembangan penduduk masih berada dibawah angka 
1,3% per tahun (angka maksimal per tahun), yaitu: 
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Tabel 5: Perkembangan Kependudukan 
Jumlah Penduduk Laki-Laki 
(Orang) 
Perempuan 
(Orang) 
Jumlah 
Total 
Jumlah Penduduk Tahun 2013 
Jumlah Penduduk Tahun 2012 
Presentase Perkemebangan 
907 
906 
0,11% 
948 
946 
0,21% 
1.855 
1.855 
0,162% 
Sumber: Kantor Desa Kertoraharjo Data Tahun 2013 
 Data di atas terlihat bahwa kondisi perumbuhan penduduk masih cukup 
terkontrol. Bahkan masih berada pada kategori rendah untuk tingkat perkembangan 
penduduk. Kondisi pertumbuhan ini juga memiliki pengaruh besar terhadap kondisi 
perkembangan kesejahteraan masyarakat di Desa Kertoraharjo dengan mata 
pencaharian yang ada. 
2. Mata Pencaharian 
Mata pencaharian pokok masyarakat di Desa Kertoraharjo adalah mayoritas 
petani, seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia yang sebagian besar 
penduduknya bersifat agraris. Terselenggaranya mata pencaharian pokok 
masyarakat sebagai petani adalah karena ketersediaan lahan pertanian oleh 
pemerintah, baik pertanian ladang maupun persawahan. 
Sebelum lokasi ini dijadikan sebagai wilayah program transmigrasi, 
awalnya masyarakat setempat bercocok tanam dengan cara berpindah-pindah 
(scifting cultivation) dengan jenis tanaman seperti padi, terkhusus umbi-umbian dan 
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kacang-kacangan. Jika panen menurun maka pada musim berikutnya mereka akan 
mencari daerah lain. Tetapi ini hanya terjadi pada sebagian kecil lahan yang berada 
pada ujung selatan desa. Saat terselenggaranya program transmigrasi pun 
masyarakat ini sudah tidak menggunakan lahan-lahan tersebut. 
Secara keseluruhan masyarakat Bali Desa Kertoraharjo kini gemar 
menanam padi. Prioritas tanaman ini menjadikan lahan-lahan ladang merekapun 
pada akhirnya juga dijadikan sebagai lahan persawahan. Karena tingkat kesuburan 
tanah yang baik, irigasi yang diatur secara sistematis menjadikan produksi padi 
menjadi sangat tinggi. Inilah menyebabkan banyak masyarakat merubah atau 
membongkar lahan ladang (kebun) menjadi lahan persawahan. 
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa mayoritas penduduk yang tinggal 
di Desa Kertoraharjo adalah petani, disamping itu ada pula buruh tani, pegawai, 
peternak, pedagang dan lain-lain. Data tersebut bisa dilihat pada tabel komposisi 
masyarakat berdasarkan mata pencahraian berikut: 
Tabel 6: Mata Pencaharian 
Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan 
Petani 
Buruh Tani 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
Pengrajin Industri Rumah Tangga 
Pedagang Keliling 
Peternak 
550 
198 
30 
5 
1 
45 
470 
140 
12 
5 
3 
30 
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Montir 
Bidan/Perawat 
Pembantu Rumah Tangga 
TNI dan POLRI 
Pensiunan PNS/TNI/POLRI 
Usaha Kecil dan Menengah 
Lain-lain 
4 
0 
1 
4 
5 
15 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
4 
0 
Jumlah 860 666 
Sumber: Kantor Desa Kertoraharjo Data Tahun 2013 
Aktifitas pertanian yang tinggi tentunya menjadikan banyaknya lahan 
pertanian yang dimiliki warga masyarakatnya. Jumlah luas lahan yang dimiliki 
tentunya mampu merepresentasikan kondisi kesejahteraan masyarakat. Pada tabel 
7 dibawah ini berisi luas-luas keseluruhan lahan (pekarangan dan pertanian) yang 
dimiliki masyarakat di Desa Kertoraharjo, yaitu: 
Tabel 7: Kepemilikan Lahan 
epemilikan Tanah (ha) Jumlah (Orang) 
Tidak memiliki tanah 
Memiliki tanah antara 0,1 – 1,0 ha 
Memiliki tanah antara 1,00 – 5,0 ha 
Memiliki tanah antara 5,00 – 10 ha 
Memiliki tanah lebih dari 10 ha 
137 
121 
222 
4 
0 
Sumber: Kantor Desa Kertoraharjo Data Tahun 2013 
 Jika dilihat pada tabel diatas rata-rata masyarakat memiliki lahan 1,00 – 5,0 
ha. Kondisi ini membuktikan tingkat kesejahteraan keluarga pada masyarakat di 
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Desa Kertoraharjo cukup baik. Aktifitas pertanian seperti penanaman padi 
dilakukan dua kali dalam setahun. Setiap satu kali panen dengan lahan seluas 1 ha 
akan memperoleh kira-kira 6-7 ton gabah. Harga jual gabah dalam kondisi basah 
mencapai Rp. 3.500,- per kilo, jika dikalikan dengan jumlah hasil panen dalam satu 
hektar petani memperoleh Rp. 21.000.000,- hingga Rp. 24.500.000,- dalam kondisi 
kotor. Biaya bibit, penanaman, perawatan, sampai pemanenan belum dikurangkan 
dari hasil tersebut. 
 Selain pendapatan sektor pertanian yang tinggi aset sarana produksi 
pertanian di Desa Kertoraharjo juga cukup memadai. Hal ini ditandai dengan 
adanya 8 unit penggilingan padi, 39 unit traktor, dan 2 mesin tanam. Sementara 
pengolahan hasil pertanian seperti pemanenan masyarakat masih banyak 
menggunakan jasa buruh pemanen (masyarakat lokal menyebutnya dros), namun 
pada dua tahun terakhir penggunaan buruh panen dros sudah menurun. Hal ini 
disebabkan masuknya alat pemanen padi modern yang biasa disebut doser padi oleh 
masyarakat. Alat ini dikendalikan oleh satu orang sebagai navigator seperti 
penggunaan alat berat pada umumnya. Beberapa anggota akan membantu 
menurunkan karung-karung padi yang telah terisi saat doser padi tersebut jalan. 
 Penggunaan alat modern ini tentunya mengeser mata pencaharian buruh 
panen seperti dros. Pemilik alat-alat modern ini rata-rata adalah para petani dari 
daerah Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Masyarakat lebih 
memilih alat tersebut karena biaya oprasionalnya lebih murah, praktis, dan kerjanya 
sangat cepat. 
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 Di Desa Kertoraharjo selain aktifitas pertanian, aktifitas lain seperti 
perdagangan juga sangat mendominasi lingkungan masyarakat disepanjang jalan 
poros desa. Toko seperti perlengkapan sekolah, toko alat-alat rumah tangga, toko 
alat dan bahan pertanian, toko bahan-bahan bangunan, dan bengkel motor/mobil 
cukup banyak dijumpai. Ini juga menjadi ukuran bahwa tingkat kemajuan ekonomi 
desa cukup baik dengan tingginya perputaran uang di lingkungan Desa 
Kertoraharjo. 
 Kondisi mata pencaharian di atas dapat menjadi ukuran tingkat 
kesejahteraan masyarakat di Desa Kertoraharjo. Tolok ukur utama dalam melihat 
kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah melihat kondisi rumahnya. Pada tabel 8 
kondisi rumah dapat dilihat, yaitu: 
Tabel 8: Kondisi Rumah 
Rumah Menurut Dinding Jumlah Rumah 
Tembok 
Kayu 
Bambu 
207 
176 
0 
Rumah Menurut Lantai  
Keramik 
Semen 
Tanah 
98 
258 
27 
Rumah Menurut Atap  
Genteng 
Seng 
76 
284 
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Beton 
Daun lontar/gebang/enau 
3 
20 
Sumber: Kantor Desa Kertoraharjo Data Tahun 2013 
 Jika dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Tomoni Timur 
maka kondisi rumah penduduk Bali di Desa Kertoraharjo lebih maju. Terutama 
kondisi tempat peribadatan keluarga (pura keluarga) yang berada di posisi timur 
laut biasanya lebih mencolok. Banguan pura yang permanen lengkap dengan 
berbagai hiasan khas Bali mewarnai kemewahan tersendiri. Masyarakat Bali di 
Desa Kertaraharja memiliki proritas besar dalam mendahulukan pembangunan 
tempat ibadah dibandingkan rumah tempat tinggal. Menurut masyarakat ini sudah 
menjadi budaya warisan dari leluhur mereka. Masyarakat Bali percaya bahwa 
tempat ibadah adalah tempat suci yang harus diutamakan, kalau pura sudah baik 
maka rejeki dalam keluaraga juga akan membaik dan akan lebih mudah 
membangun rumah.  
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
BAB IV 
PEMAHAMAN MASYARAKAT BALI TENTANG KASTA 
A. Pemahaman Tentang Konsep Kasta Secara Normatif di Desa 
Kertoraharjo 
Pemahaman kasta yang ada di Desa Kertoraharjo berasal dari Pulau Bali 
yang terdifusi seiring perpindahan masyarakat saat transmigrasi. Kasta di Desa 
Kertoraharjo tentunya memiliki kesamaan dengan pemahaman kasta di Pulau Bali, 
meskipun ada beberapa yang berubah dan berbeda. Alasan utamanya terletak pada 
berbagi faktor yang berbeda-beda. Pada penelitian ini kesamaan ditunjukkan pada 
pemahaman dari kasta itu sendiri, pemahaman pembagian kasta, dan pemahaman 
fungsi kasta. 
AM (60) mejelaskan mengenai pembagian kasta secara umum pada 
masyarakat Bali dan fungsi mereka masing-masing: 
“Kalau menurut umat Hindu kasta itu diyakini 
terbagi: satu brahmana tugasnya menyucikan segala 
sesuatu yang ada di umat Hindu, kedua ksatria 
tugasnya berperang di bidang politik, ketiga weisya 
atau gusti namanya tugasnya itu berbisnis, terakhir 
sudra tugasnya adalah membantu keempatnya 
ini.”20 
                                                          
20 Wawancara dengan AM (60) pada 14-01-2015. 
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KP (31) merupakan pengajar Pendidikan Agama Hindu disalah satu sekolah 
juga memberikan pandangan pemahaman sama mengenai pembagian dan fungsi 
kasta secara normatif: 
“Secara pribadi yang saya tau, inikan kasta ada 
empat dalam Hindu ada kasta brahmana, ksatria, 
weisya, dan sudra. Kalau kasta itu yang saya tau: 
kasta brahmana ini semacam keturunan bangsawan, 
ksatria itu pemimpin, weisya itu bisa pedagang, 
kalau sudra ya petani atau buruh.”21 
Uraian AM (60) dan KP (31) di atas jelas memberikan gambaran mengenai 
pemahaman kasta di Desa Kertoraharjo yang masih identik dengan di Pulau Bali. 
Norma dan nilai yang dibawa dari Pulau Bali merupakan warisan menjadi pedoman 
utama hidup mereka terutama hidup di luar dari Pulau Bali. Hal tersebut juga yang 
digunakan sebagai pedoman dalam menjalani hidup dimana pun mereka berada. 
MY (73) seorang buruh tani dalam wawancara tidak terstruktur (unstructure 
interview) mencoba mengungkapkan kesamaan kasta dengan istilah Raden pada 
masyarakat Jawa dan Andi pada masyarakat Bugis. 
“…..kalau kasta menurut pengetahuan saya sama 
misalnya raden pada orang Jawa, ya kalau Bugis 
seperti Andi, kasta itu turunan dari kerajaan dahulu. 
Pada orang Bali ada brahmana, ksatria, weisya , 
dan sudra.”22 
Sebenarnya, konsep Raden dan Andi pada masyarakat Jawa dan Bugis 
tidaklah bisa disamakan begitu saja. Maksud dari ungkapan MY (73) adalah adanya 
persamaan tingkatan-tingkatan (strata) yang sama. Masyarakat Jawa atau Bugis 
                                                          
21 Wawancara dengan KP (31) pada 15-01-2015. 
22 Wawancara dengan WY (73) pada 14-01-2015. 
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memiliki golongan yang berada di atas dan ada pula yang berada di bawah sama 
halnya pada masyarakat Bali. Kasta kemudian dipandang sama dengan konsep 
tersebut karena dalam pembagian kasta masyarakat Bali juga ada yang menduduki 
posisi sebagai pemimpin, raja, atau golongan bangsawan seperti maksud yang 
dikemukakan MY (73). 
Sementara MK (55) seorang pekerja bangunan yang ahli dalam pembuatan 
pura dan rumah adat Bali, mengatakan bahwa kondisi pengetahuan secara adat yang 
ada di Desa Kertoraharjo masih kental seperti yang ada di Pulau Bali. Bahkan dasar 
pembuatan pura dan pengaturan posisi rumah masih menggunakan pengetahuan 
dari Bali. Hal ini diungkapkannya dengan jelas saat wawancara: 
“…..apa yang ada di Kertoraharjo masih sama 
seperti yang di Pulau Bali ini, apa yang dipakai 
sama. Iya meskipun ada juga yang harus dirubah.”23 
Ungkapan yang digambarkan oleh MK (55) dalam kutipan wawancara 
diatas adalah bentuk generalisasi pandangan mengenai kondisi nomatif Desa 
Kertoraharjo. Jika ditarik benang merah dari semua wawancara pada pertanyaan 
pengetauhan kasta banyak yang kemudian menjawab bersadasarkan konsep 
normatif. Pada kenyataannya setelah dilakukan wawancara mendalam pemahaman 
normatif ini mengalami ketimpangan dengan realitas pemahaman yang ada. 
Pengetahuan normatif tidaklah sejalan dengan pemahaman dalam konteks kekinian. 
Pandangan-pandangan di atas merupakan hasil pengetahuan yang sesuai dengan 
konsep kasta yang ada di Pulau Bali. 
                                                          
23 Wawancara dengan MK (55) pada 08-02-2015. 
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Pemahaman yang digambarkan memberikan kejelasan bahwa pemahaman 
kasta secara normatif di Desa Kertoraharjo masih identik dengan konsep yang ada 
di Pulau Bali. Tetapi pemahaman tidaklah menjadi dasar bahwa pada praktek dan 
perkembangannya saat ini di Desa Kertoraharjo memiliki kesamaan dengan Pulau 
Bali. 
B. Perubahan Pemahaman Tentang Kasta Di Desa Kertoraharjo 
Setelah dilakukan wawancara lebih lanjut, realitas kasta pada masyarakat 
Bali di Desa Kertoraharjo memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan Pulau 
Bali. Realitas ini sangat berbeda dengan konsep normatif kasta yang dijelaskan di 
atas. Ditunjukkan dari hasil wawancara dimana beberapa informan secara spesifik 
melakukan perbandingan kasta di Pulau Bali dan Desa Kertoraharjo. Perbedaan 
paling mendasar adalah pada pemahaman normatif dan relaitas kekinian serta 
perkembangan praktek-prakteknya pun kini mengalami perubahan. 
Seperti peneliti jelaskan diawal bahwa kasta merupakan konsep yang 
terdifusi dari Pulau Bali saat mereka melakukan transmigrasi. Tetapi tentunya pada 
perjalanan yang berlangsung kurang lebih empat puluh tahun menjadikan konsep 
tersebut mengalamai beberapa perubahan. Hal ini disebabkan oleh adaptasi 
lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang berlangsung. 
Dibandingkan dengan Pulau Bali tentunya wilayah transmigrasi memiliki 
perbedaan yang cukup jelas, baik secara fisik maupun sosial. Di Pulau Bali aktifitas 
adat dan agama dapat berjalan dengan baik karena kondisi seperti ketersediaan 
sarana dan prasarana sudah memadai. Berbeda dengan wilayah transmigrasi, 
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aktifitas adat dan agama dijalankan dengan prinsip lebih sederhana. Ketersediaan 
sarana dan prasarana peribadatan bersaing dengan kondisi sosial-ekonomi terutama 
pemenuhan kebutuhan pokok. Jika di Pulau Bali masyarakat lebih banyak 
terkonsentrasi pada aktifitas adat dan agama seperti membuat sajen (sesaji), 
persiapan upacara-upacara, dan lainnya, di Desa Kertoraharjo konsentrasi utama 
adalah pemenuhan kebutuhan (sosial-ekonomi). 
Masyarakat pada awalnya harus melakukan penebangan hutan dan 
persiapan lahan pertanian atau perkebunan secara mandiri bahkan dengan peralatan 
seadanya. Menurut keterangan hasil wawancara dengan beberapa informan pada 
saat itu masyarakat bersatu secara gotong royong melakukan penebangan dan 
pembersihan lahan secara bersama-sama. 
GR (67) sebagai Kepala Rombongan Trangsmigrasi Gelombang I, 
menegaskan bahwa kegiatan gotong royong merupakan aktifitas andalan yang bisa 
dilakukan saat itu dengan kondisi keterbatasan yang ada. Sistem denda juga 
diberlakukan untuk yang tidak ikut melakukan gotong royong. Bentuk dendanya 
dapat berupa membayar sejumlah uang yang telah disepakati dan dimasukkan 
dalam dana kas kelompok, bentuk lain jika secara terus menerus tidak melakukan 
gotong royong maka tidak akan diberikan bantuan permodalan (dana atau bibit 
pertanian). Selain persiapan lahan, aktifitas gotong royong juga dilakukan pada 
perbaikan sarana umum seperti pembuatan pura desa, perbaikan jalan raya, 
pembuatan irigasi yang kemudian menjadi subak24. 
                                                          
24 Wawancara dengan GR (67) pada 20-02-2015. 
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Aktifitas yang intensif ini dilakukan sampai pada awal tahun 80-an. Pada 
prosesnya tentunya terjadi banyak hal, seperti mulai meleburnya hubungan kasta 
yang sangat kental dari Bali. Diawali dengan perubahan pemahaman terlebih 
dahulu. Merasa memiliki latar belakang yang sama, artinya diberi modal bantuan 
oleh pemerintah dalam jumlah yang sama, tidak dibedakan berdasarkan kasta, 
memiliki mata pencaharian yang sama, tanggung jawab yang sama, dan kondisi 
lingkungan yang sama. Hal ini menjadikan masyarakat menganggap bahwa 
persamaan ini menjadikan kasta bukan merupakan acuan kaku seperti yang ada di 
Pulau Bali. Ini dikarenakan pemikiran mereka yang beranggapan bahwa di Pulau 
Bali mereka berbeda satu sama lain, tetapi di Kertoraharjo semua sama. Jika 
landasan perbedaan seperti yang ada di Pulau Bali dijadikan acuan dalam kehidupan 
di Desa Kertoraharjo maka masyarakat menganggap akan terjadi 
ketidakseimbangan. Perbedaan menurut masyarakat justru akan memecah mereka 
sehingga tidak dapat saling bekerjasama. Sementara kondisi awal transmigrasi 
menuntut mereka harus melakukan kerjasama. 
Perubahan pemahaman mulai dutunjukkan dengan hasil wawancara semi 
struktur dengan beberapa informan. Pertanyaan lebih spesifik dan lebih sensitif 
memberikan gambaran informasi realitas perubahan pemahaman yang terjadi. 
Informan-informan yang ada dipenelitian ini menyebutkan bahwa kasta di Desa 
Kertoraharjo telah memiliki perubahan, mulai dari yang mejelaskan perubahan itu 
secara sederhana dan halus sampai yang keras. 
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MS (45) salah satunya sebagai seorang aparatur desa yang tahu betul kondisi 
desa juga menggambarkan kondisi perubahan pemahaman dan membandingkannya 
dengan kondisi kasta di Pulau Bali. 
“Seperti yang dijelaskan tadi bahwa kalau kasta di Pulau 
Bali masih kental. Tetapi kalau disini boleh dikatakan 
sangat minim juga dengan kasta brahmana. Paling 
banyak yang ada hanya gusti dengan agung sementara 
Ida Bagus-nya ada hanya satu dua saja… kasta tetap 
masih dipahami di Kerto, tetapi tidak seperti di Pulau 
Bali. Banyak sudah perubahan terjadi disini.” 25 
Pernyataan MS (45) menjelaskan jumlah kasta di Desa Kertoraharjo 
khusunya triwangsa sangatlah minim. Ini rupanya menjadikan dasar menurutnya 
terjadinya perubahan dan perbedaan dibandingkan Pulau Bali. Pada dasarnya 
memang jumlah triwangsa lebih sedikit dibandingkan dengan sudra bahkan di 
Pulau Bali sekalipun. Maksud minim adalah tingkat pengaruh terhadap masyarakat 
secara keseluruhan. Jumlah yang sedikit tidak mampu memberikan kekuatan dalam 
masyarakat. Berbeda dengan Pulau Bali dimana jumlah mereka yang hanya empat 
sampai enam persen mampu mengusai kekuatan dibidang penting seperti politik, 
ekonomi, dan sosial. 
Aktifitas intensif yang dibangun dengan latar belakang yang sama akhirnya 
menjadikan masyarakat beranggapan semuanya bersifat sama. Perbedaan menurut 
kasta secara normatif kemudian menjadi memudar dengan sendirinya. Kemudian 
ditandai semakin parah setelah lahirnya anak-anak transmigran di Desa 
Kertoraharjo sebagai generasi pertama di wilayah transmigrasi. Generasi pertama 
adalah istilah yang digunakan dalam menyebut anak-anak transmigran yang lahir 
                                                          
25 Wawancara dengan I Made Suarta pada 12-01-2015. 
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pertama setelah mereka berada diwilayah transmigrasi. Konsep ini umum dipahami 
kalangan masyarakat transmigrasi. 
Generasi pertama ini adalah generasi yang tidak memiliki pengetahuan yang 
dibawa langsung dari Pulau Bali. Lahir dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial 
yang telah mengalami perubahan menjadikan mereka tidak banyak paham 
mengenai konsep kasta. Pemahaman mereka hanya terletak pada kasta adalah 
warisan dari nenek moyang mengenai tingkatan atau golongan-golongan saja, 
sementara implementasi atau praktek-prakteknya tidak dipahami secara utuh. 
KP (31) menjelaskan salah satu bentuk perubahan yang terjadi khususnya 
yang paling terlihat dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan bahasa.  
“Di Kerto ini sudah memudar, gaya bahasa yang 
digunakan saja sudah sangat berbeda. Misalnya 
saja, kepada yang berkasta (triwangsa) 
memanggilnya dengan sapaan ci..ci..ci.. padalah 
dahulu harus lengkap seperti dewa, desak, ida 
bagus, ayu dan lain-lain….”26 
Penggunaan sapaan ci adalah bermakna “kamu” untuk bahasa paling kasar 
dalam masyarakat Bali. Padahal dalam keseharian di Pulau Bali sendiri dalam 
menyapa golongan triwangsa mereka harus dengan jelas menyebut gelarnya dan 
memberi hormat serta menggunakan tutur bahasa halus. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa bahasa menjadi salah satu yang paling terlihat memudar dari kasta di Desa 
Kertoraharjo. 
                                                          
26 Wawancara dengan KP (31) pada 15-01-2015. 
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LM (52) yang berprofesi sebagai pedagang pasar juga memperjelas bahwa 
bahasa menjadi salah satu aspek yang paling terlihat perubahannya: 
“.....kini sudah berbeda dari logat-logatnya. Kasta 
sudah pakai bahasa umum atau bahasa pasaran.”27 
Perubahan pengatahuan lain juga ditunjukkan pada pengetahuan tentang 
sanksi yang kurang pada masyarakat yang tidak menaati kasta. Jika dilihat lagi pada 
perubahan pemahaman sanksi akan kembali pada kondisi masyarakat awal saat 
proses daptasi seperti yang telah dijelaskan diatas. 
Masyarakat berfikir bahwa kondisi lingkungan fisik dan sosial awal sangat 
berbeda, menjadikan mereka berfikir bahwa aktifitas adat dan agama (terkait 
upacara-upacara) yang dilakukan sangat sederhana saja mampu ditolerir, apa lagi 
hanya masalah mengenai kasta yang tidak berhubungan langsung dengan Tuhan. 
Awal inilah yang menjadikan bahwa konsekuensi sanksi bukan sesuatu yang 
penting dan menjadi orientasi. Berbeda dengan di Pulau Bali dimana sanksi masih 
menjadi hal yang cukup ditakuti. 
Perubahan pemahaman yang cukup keras diungkpakan oleh IS (65) seorang 
pensiunan PNS saat wawancara: 
“Sekarang di Kerto sudah tidak ada itu kasta, 
semuanya sudah sama saja. Yang paling penting di 
Kerto siapa yang punya duit itu yang di hormati. 
Misalnya saja lihat itu Ida Bagus justru bekerja jadi 
buruh di Pak Kembar…..”28 
                                                          
27 Wawancara dengan LM (52) pada 25-01-2015. 
28 Wawancara dengan IS (65) pada 12-02-2015. 
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Pandangan ini menunjukkan bahwa kondisi kekinian di Desa Kertoraharjo 
sudah banyak mengalami perubahan. Memasuki generasi ketiga saat ini sementara 
juga generasi pertama telah mejadi dominan dibanding dengan masyarakat 
transmigrasi awal. Kemudian digambarkan oleh IS (65) dari ungkapannya diatas. 
Kondisi kekinian menunjuk bahwa siapa yang memiliki harta (uang) akan 
menguasai segalanya. 
“…..sekarang sudah terbalik siapa yang kaya itu 
yang jadi raja. Itulah yang dihormati bukan kasta. 
Cuma formalitas saja itu nama sekarang. Tetapi 
kalau di Bali ya masih kental”.29 
IS (65) menekankan bahwa siapa yang memiliki banyak uang itulah yang 
justru dianggap raja. Semua bukan berpatokan pada kasta semata. Nama dalam 
kasta di Desa Kertoraharjo menurutnya hanya sebagai label formalitas saja. Tetapi 
dia pun masih tetap menegaskan bahwa di Pulau Bali tetap berbeda dimana kasta 
disana justru masih sangat kental. 
Ini menandakan terjadi perubahan pemahaman kasta, bahkan perubahan 
strata sosial. Indikator strata pada masyarakat Bali adalah ascribed status (diperoleh 
dari lahir), kemudian berubah menjadi achieved status (diperoleh dengan usaha). 
Sehingga strata tidak lagi ditentukan oleh bawaan (kasta) melainkan proses usaha 
yang dilakukan seseorang. Misalnya seperti menguasai ekonomi, politik, dan 
pendidikan. 
“…..kalau dizaman dahulukan kalau triwangsa 
seperti anak agung punya tanah banyak di Bali. Nah, 
                                                          
29 Wawancara dengan IS (65) pada 12-02-2015. 
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penggarapnya itulah para sudra atau budaknya. 
Berbeda disini justru terbalik…..”30 
Penyataan diatas sepertinya merupakan alasan IS (65) mengungkapakan 
pandangannya yang cukup keras tentang perubahan. Perbedaan zaman juga 
menjadikan terjadinya perbedaan kondisi kasta. Sama halnya dengan IS (65) di atas 
GR (67) mengungkapkan bahwa: 
“Kasta di Bali memang masih sangat kuat, berbeda 
disini. Sebabnya kalau di Bali masih ada banyak 
orang yang fanatik terhadap kasta. Mereka masih 
memegang tuguh kasta, kalau brahmana ya tetap 
brahmana dihormati. Kalau disinikan sudah beda 
tempatnya. Soalnya semuanya sudah pakai istilah 
umum, semuanya sama.”31 
Saat wawancara dengan GR (67) sering mengungkapkan istilah fanatik, 
diartikan sebagai orang-orang yang masih memegang erat kasta. Mereka cukup 
keras dengan masyarakat yang kurang memahami kasta. Sementara di Desa 
Kertoraharjo masyarakat sudah “bersifat umum”, maksudnya menggunakan bahasa 
Indonesia dan interaksi yang sifatnya tidak terikat dengan kasta. Bahakan dia juga 
menceritakan kasus yang terjadi di Pulau Bali dalam lingkup keluarganya: 
“Saya punya orang tua kan kastanya tinggi sama 
sebenarnya saya juga. Kalau di Bali saya harus 
pakai bahasa halus untuk bicara dan ketemu orang. 
Nah, saya punya keponakan itukan masih sekolah 
dan teman sekolahnya sering jalan-jalan kerumah. 
Temanya orang sudra, terus saat bicara dengan 
keluarga tidak pakai bahasa kasta jadi langsung 
ditegur keras. Katanya, he kamu tidak boleh pakek 
bahasa begitu…..”.32 
                                                          
30 Ibid. 
31 Wawancara dengan GR (67) pada 20-02-2015. 
32 Wawancara dengan GR (67) pada 20-02-2015. 
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Teguran ini merupakan ungkapan sanksi langsung yang cukup nyata terjadi 
di Pulau Bali. Tentunya sangat berbeda lagi dengan Desa Kertoraharjo. Sikap 
fanatik ini masih terpelihara dengan baik di Pulau Bali. Bahkan sikap fanatik ini 
yang dianggap menjadikan kasta tetap eksis di Pulau Bali. 
Bahasa pada masyarakat Bali seperti yang dijelaskan diawal terbagi atas 
halus, madya, dan kasar. Bahasa yang digunakan seorang yang berkasta rendah 
kepada yang berkasta tinggi tentunya normatifnya adalah bahasa halus. Bahasa 
madya biasa digunakan dalam berinteraksi antara sesama kasta dalam kelingkup 
keluarga (umumnya banyak digunakan oleh ksatria dan weisya). Bahasa kasar 
sendiri merupakan bahasa sehari-hari kasta sudara dalam berinteraksi dengan 
sesama sudra. 
 Perubahan pemahaman ini menjadi permasalahan yang menarik dalam 
penelitian ini. Dampak perubahan pemahaman menjadikan kondisi masyarakat Bali 
transmigran di Desa Kertoraharjo berbeda. Kasta di Desa Kertoraharjo dipahami 
hanya sebagai warisan dari Pulau Bali yang merupakan pembagian keturunan, tidak 
ada yang dianggap memiliki hak istimewa seperti halnya yang ada di Pulau Bali. 
Peran dan fungsi yang dimainkan adalah hasil reproduksi seiring perkembangan 
masyarakat transmigrasi. 
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BAB V 
DINAMIKA RELASI DAN FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN 
A. Dinamika Relasi Antar-Kasta di Desa Kertoraharjo 
Hubungan antar-kasta menjadi sangat menarik di Desa Kertoraharjo dengan 
kondisi realitas dari perubahan pemahaman kasta seperti yang dijelaskan diatas. 
Penelitian ini secara sengaja peneliti membagi dua konteks wilayah dalam melihat 
relasi antar-kasta di Desa Kertoraharjo. Pertama, pada konteks sosial yaitu 
masyarakat Desa Kertoraharjo yang melakukan aktifitas paling menonjol pada tiga 
bidang organisasi sosial (pemerintahan dan pendidikan), mata pencaharian 
(pertanian dan pasar), dan pendidikan. Kedua, pada konteks adat dan agama yaitu 
melihat relasi di Banjar dan Pura. 
Relasi-relasi yang terbangun ini sangat berbeda dengan kondisi di Pulau 
Bali. Hasil studi literatur kekinian Pulau Bali masyarakat masih menjunjung tinggi 
nilai dan norma interaksi berdasarkan kasta. Masyarakat masih mengutamakan 
menggunakan bahasa Bali halus dalam keseharian berinteraksi antar-kasta. Bahasa 
merupakan dimensi paling penting dan paling terlihat dalam melihat interaksi 
dalam relasi yang terjadi. Tentunya berbeda dengan wilayah transmigrasi seperti 
Desa Kertoroharjo. 
Di Pulau Bali sendiri masyarakat selalu mengaitkan erat antara konteks 
sosial dengan konteks adat dan agama. Interaksi yang dibangun dalam adat dan 
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agama itulah juga yang kemudian digunakan dalam kehidupan sosial sehari-hari. 
Misalnya saja, kedudukan triwangsa berada pada posisi tertinggi dan sudra pada 
posisi rendah. Jika sudra ingin melakukan percakapan dengan golongan triwangsa 
di pura, maka dia harus menggunkaan bahasa halus dan sikap sopan sesuai aturan. 
Hal ini juga berlaku ketika berinteraksi di konteks sosial, misalnya di pasar. 
Tetapi pada masyarakat Bali di Desa Kertoraharjo berbeda. Masyarakat 
membagi dua konteks tersebut dan memisahkan secara berbeda. Nilai dan norma 
sesuai kasta dalam interaksi hanya berlaku dalam konteks adat dan agama, 
sementara dalam konteks sosial semuanya dianggap sama tidak kaku pada nilai dan 
norma kasta. 
1. Relasi dalam Konteks Sosial 
Konteks sosial merupakan wilayah yang sangat menarik dalam melihat 
relasi yang terjadi dalam kasta. Aktifitas-aktifitas sosial yang dibangun di Desa 
Kertoraharjo sangat mudah diobservasi karena tidak tertutup oleh orang-orang 
diluar kelompok mereka. Kebiasaan berinteraksi dan berbaur kelompok lain 
terutama Jawa menjadikan peneliti mudah mengidentifikasi relasi yang terjadi 
melalui observasi dalam konteks sosial. Jika seluruh pranata-pranata terkait bidang 
sosial dibahas mendalam dalam penelitian ini akan memerlukan waktu yang cukup 
panjang. Sehingga peneliti mencoba membagi dua bidang saja yaitu: (1) Organisasi 
Sosila (meliputi aktifitas pemerintahan dan pendidikan), (2) Mata Pencaharian 
(meliputi pertanian dan pasar). 
72 
 
Alasan utama pembagian ini: pertama, memudahkan fokus melihat relasi 
kasta di Desa Kertoraharjo. Kedua, pemerintahan dan pendidikan, pertanian dan 
pasar merupakan aktifitas paling dominan di Desa Kertoraharjo. Ketiga, dalam dua 
pranata inilah semua kasta ada dan saling berinteraksi. 
a. Organisasi Sosial 
Pemerintahan 
Pada gambaran umum lokasi telah dijelaskan bahwa desa Kertoraharjo 
terbentuk dengan latar belakang sejarah berpindahnya tanggung jawab administratif 
dan Menteri Transmigrasi kepada hirarki administrasi pemerintahan daerah 
(kabupaten, kecamatan) pada akhir tahun 1970-an, seluruh bekas areal transmigrasi 
Kertoraharjo menjadi desa. Desa ini kemudian dibagi menjadi dua: desa yang 
sekarang bernama Kertoraharjo yang semua penduduk Bali dan Desa Margomulyo 
dengan penduduk campuran Bali dan dominan Jawa. 
Desa Kertoraharjo juga terdapat pembagian bidang kekuasaan pengaturan 
institusi dan administrasi adat. Salah satu institusi adat Bali adalah desa adat yang 
terdiri dari sejumlah dusun adat atau banjar. Jadi pembagian desa di kertoraharjo di 
bagi dua yaitu desa adat dan desa dinas. Namun dalam uraian ini pembahasan 
hanya fokus pada desa dinas saja. 
Kantor Desa Kertoraharjo terletak disebelah ujung selatan desa dekat 
dengan Kantor Kecamatan Tomoni Timur. Aktifitas kantor desa berjalan layaknya 
kantor-kantor desa di Indonesia. Tetapi jika diamati lebih dalam maka kita akan 
73 
 
melihat kondisi arsitektur khas Bali, lengkap dengan segala ukiran dan hiasannya. 
Seperti pada gambar di bawah ini: 
Gambar 1: Kantor Desa Kertoraharjo 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2015 
 Kondisi kantor tidak hanya menarik tetapi sangat identik dengan gaya khas 
Bali. Bahasa keseharian interaksi yang digunakan di dalam kantor baik sesama 
pegawai maupun dengan masyarakat yang datang adalah bahasa Bali biasa (kasar) 
dan bahasa Indonesia. Hasil identifikasi di dalam kantor desa terdapat pegawai 
berkasta triwangsa dan berkasta sudra. Mereka saling berinteraksi tanpa melihat 
konsep perkastaan. Misalnya, saat observasi salah satu kepala bidang menyuruh 
salah satu anggotanya yang berkasta (ksatria) untuk mengumpulkan data dengan 
bahasa Bali kasar. Sikap penghormatan seperti yang ada didalam kasta juga tidak 
ditunjukkan dalam berinteraksi. 
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 Peneliti pun coba menanyakan beberapa kasus tersebut yang terjadi kepada 
pegawai dan kepala desa. Mereka memberikan jawaban bahwa itu sudah biasa dan 
sah-sah saja. Bahkan masyarakat yang berkasta tinggipun kalau datang ke kantor 
desa tidak menggunakan bahasa halus sesuai aturan kasta. Ada pengecualian bagi 
beberapa orang tua (trangsmigran awal) yang masih termasuk golongan triwangsa 
mereka tidak menggunakan bahasa Bali tetapi lebih menggunakan bahasa Indonesia 
dengan pembawaan yang halus. Ini artinya Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang 
tidak berkasta. 
 Alasannya hal ini adalah karena kemampuan bahasa halus mereka yang 
kurang dan ketakutan akan kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa. 
Sehingga alternatifnya adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mereka juga 
berpendapat bahwa umumnya juga masyarakat seperti Jawa kalau berinteraksi 
dengan mereka menggunakan bahasa Indonesia. Orang-oranng tua berkasta juga 
paham mengenai masalah tersebut dan memakluminya. 
 Salah satu aktifitas yang peneliti observasi adalah kegiatan rapat Gapoktan 
(Gabungan Kelompok Tani) Desa Kertoraharjo. Dihadiri oleh ketua, sekertaris, dan 
anggota yang terdiri dari para pengurus kelompok-kelompok tani di aula Kantor 
Desa Kertoraharjo. Tim pembina Gapoktan merupakan orang diluar dari desa dan 
bersuku luar Bali. Mereka lebih banyak bersuku Bugis-Luwu dan Jawa, sementara 
keseluruhan anggota Gapoktan merukan warga Desa Kertoraharjo dan beberapa 
warga Desa Margomulyo. 
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Ini sangat menarik dimana peneliti berfikir bahwa Gapoktan Desa 
Kertoraharjo hanya terdiri dari warga Desa Kertorahajo saja, namun menurut 
informasi anggota kelompok justru banyak pula adalah warga Desa Margomulyo 
yang bersuku Jawa. Ini terjadi karena warga Margomulyo memiliki sawah dan 
ladang berada pada wilayah administrasi Desa Kertoraharjo dan sebaliknya pada 
kelompok tani Desa Margomulyo. Hasil wawancara ternyata dasar utama 
penentuan anggota Gapoktan bukanlah lokasi tempat tinggal melainkan lokasi 
lahan sawah secara administratif. 
Persilangan ini menjadikan mereka melakukan aktifitas dan interaksi yang 
lebih kompleks, apalagi menyangkut mengenai kasta. Di kantor desa misalnya saat 
rapat akan dimulai, banyak anggota kelompok berinteraksi menggunakan bahasa 
Bali kasar atau bahasa Indonesia dibandingkan bahasa halus Bali. Kegiatan intensif 
yang melibatkan orang dari luar dari kelompok mereka (suku di luar Bali) 
menjadikan aktifitas mereka semakin berubah. Lihat gambar 2 dibawah ini 
bagaimana aktifitas mereka sebelum melakukan rapat:  
Gambar 2: Persiapan Rapat Gapoktan di Kantor Desa 
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Terlihat beberapa anggota bercerita terkait dengan beberapa program yang 
telah dijalankan selama ini di Gapoktan. Salah satu anggota kelompok tani adalah 
merupakan golongan triwangsa. Tetapi saat berada di kantor desa mereka terlihat 
sangat fleksibel dan tidak terlihat menjaga wibawa kekastaan mereka, karena kasta 
tidak relevan dalam konteks ini. Bahkan ketika sesekali berbicara dengan aparatur 
desa yang berkasta lebih rendah mereka yang justru memberikan penghormatan. 
Berbeda dengan gambar 3 dimana aktifitas rapat lebih formal tentunya 
menggunakan bahasa Indonesia dalam interaksinya. Tetapi diluar dari bahasa, 
seperti sikap mereka masih tidak terlihat menunjukkan sikap kekastaan. 
Gambar 3: Rapat Gapoktan di Dalam Kantor Desa 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2015 
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Jadi pada beberapa tempat pemerintahan seperti kantor desa masyarakat 
tidaklah memandang kasta sebagai dasar aturan dalam melakukan interaksi mereka. 
Ini terjadi karena masyarakat memandang bahwa pejabat (seperti kepala desa dan 
aparatnya) memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dirinya bahkan oleh para 
triwangsa. Kekuatan posisi (jabatan) secara sosial mengalahkan posisi strata adat 
seperti kasta yang diakibatkan oleh kondisi keterbukaan masyarakat. Saat dilihat 
dari luarnya pemerintahan Desa Kertoraharjo kental akan budaya Bali tetapi 
didalamnya cukup berbeda. Gambaran awal mengenai bangunan, hiasan, dan 
beberapa aturan desa akan memberikan pandangan siapapun berfikir bahwa 
semuanya erat dengan budaya Bali. Namun dalam penelitian kemudian ditemukan 
perbedaan yang terjadi terutama relasi kasta dalam pemerintahan yang jauh dari 
gambaran awal yang difikirkan. 
Pendidikan 
Dilihat dari tabel komposisi pendidikan, jumlah masyarakat Desa 
Kertoraharjo yang memiliki pendidikan layak cukup banyak. Ini membuktikan 
kondisi masyarakatnya cukup maju secara pendidikan. Hal lain juga dibuktikan 
dengan adanya lembaga pendidikan yang lengkap mulai TK/Play Group, SD 
Negeri, SMP Negeri, dan SMA Negeri. 
Aktifitas pada setiap tingkatan sekolah ini tentunya berbeda-beda. Peneliti 
lebih banyak melakukan observasi pada lembaga pendidikan tingkat SMA saja, 
karena pertimbangan kedewasaan peserta didik atau informan dan memiliki 
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pengetahuan lebih maju. Interaksi yang terbangun dalam tingkat SMA juga semakin 
kompleks karena adanya beberapa suku lain yang berada ditempat yang sama. 
Salah seorang informan KP (31) merupakan pengajar Pendidikan Agama 
Hindu di SMA Negeri 1 Tomoni Timur. Secara langsung tentunya memiliki 
pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai relasi kasta dilingkungan 
sekolah. Terutama pada lingkup anak-anak Bali dari Desa Kertoraharjo yang 
masyoritas mendominasi siswa di SMA tersebut. 
KP (31) dalam wawancaranya menjelaskan kondisi kasta dalam interaksi 
keseharian siswa-siswa, yaitu: 
“Di sekolah itu sebenarnya umum yang dipakai. 
Soalnya ada juga kan mereka yang bersuku lain 
seperti Jawa, Toraja, Bugis juga. Karena terbiasa 
berbicara dengan mereka juga sehingga walaupun 
sama-sama Bali pakai yang umum.”33 
Lingkup sekolah memang sangat terlihat aktifitas yang cenderung umum 
digunakan. Identitas Bali khususnya kasta sama sekali tidak nampak dan menonjol 
diantara mereka. Saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa siswa ada 
siswa lain yang berkasta lebih rendah memanggil salah seorang informan penelitian 
yang berkasta tinggi dengan bahasa yaitu “Hai telaso, ngae apo kamu ditu?” (Hai, 
sedang bikin apa kamu disitu?) Ukapan ini tidak hanya menggunakan bahasa kasar 
tetapi menggunakan lebih pada bahasa seronoh (di Luwu, Sulawesi Selatan). 
Diantara anak-anak berkasta didalam lingkungan sekolah mereka benar-benar tidak 
memahami kasta. Wawancara yang peneliti lakukan dengan pertanyaan 
                                                          
33 Wawancara dengan KP (31) pada 15-01-2015. 
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pemahaman tentang kasta hanya beberapa saja yang paham. Mereka yang tahu 
mengenai kasta seluruhnya adalah mereka yang hanya berasal dari kasta triwangsa 
saja. 
Upaya untuk mengetahui kondisi pemahaman kasta di tingkat sekolah ini 
penulis mencoba membuat pedoman wawancara yang hanya berisikan pertanyaan 
mendasara mengenai kasta. Kegiatan ini masuk dalam kategori wawancara tidak 
terstruktur dengan informan acak. Hasilnya dari beberapa informan masing-masing 
kasta lebih banyak yang tidak mengetahui kasta di bandingkan yang mengetahui. 
Seperti yang diungkapkan salah seorang siswa DM (16) dari salah satu kasta 
triwangsa bahwa: 
“…..memang orang tua selalu bialang kalau saya itu 
berasal dari golonga atas. Saya disuruh jaga sikap 
jangan seperti orang bawahan yang tidak punya 
sopan santun. Orang tua juga biasa bilang jangan 
berbicara dengan orang bawah saat berkelahi nanti 
kamu jadi orang bawah.”34 
DM (16) merupakan salah satu anak yang oleh orang tuanya masih dibekali 
pengetahuan kasta cukup lengkap. Hanya saja menurutnya pada prakteknya biasa-
biasa saja tidak ada yang terlalu seperti yang dikatakan orang tuanya. Menurutnya 
sopan saja sudah cukup. 
Sementara sebagai seorang pengajar KP (31) mengatakan sering 
memberikan contoh mengenai etika kesopanan yang banyak diambil dari aturan 
kasta terutama dalam menyapa dan berbicara. 
                                                          
34 Wawancara dengan DM (16) pada 15-01-2015. 
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“Saya tetap menjaga etika kasta dalam kegiatan 
mengajar. Misalnya menggunakan bahasa sopan 
meskipun bahasa Indonesia. Misalnya memanggil 
Dewa dengan sebutan Dewa, Ida Bagus dengan Ida 
Bagus bukan pakai ci..ci.. atau kamu-kamu.”35 
Meskipun seperti KP (31) dan DM (16) yang paham dan tetap 
memperaktekkan aturan-aturan kasta dalam berinteraksi tetap saja masih kurang 
dibandingkan pangaruh aktifitas umum yang lebih kuat. Intensitasnya pun jauh 
berbeda dengan yang paham mengenai kasta. 
Aktifitas ini terbentuk ditingkat sekolah ini akibat pola kebiasaan interaksi 
dengan anak-anak dari luar suku yang menajadikan mereka mempraktekkannya 
dalam lingkup mereka (sesama anak Bali). Bekal pengetahuan tentang kasta dalam 
keluarga yang diberikan orang tua atau lingkungan rumah juga sangatlah kurang. 
Ditambah lingkungan sosial diluar sekolah (tetangga) tidak paham kasta. Semakin 
parahnya kemudian, siswa-siswa yang tergolong berprestasi dan masuk dikategori 
kelas unggulan adalah justru banyak yang berkasta sudra. Prestasi mereka sangat 
baik menjadikan mereka semakin dominan dalam aktifitas sekolah. Struktur yang 
bermain pun terbalik dimana sudra berada pada posisi atas dan triwangsa berada 
pada posisi bawah. 
b. Mata Pencaharian 
Pertanian 
Mata pencaharian utama masyarakat Desa Kertoraharjo seperti pada 
gambaran umum lokasi adalah masyoritas petani. Kegiatan pertanian seperti saat 
                                                          
35 Wawancara dengan KP (31) pada 15-01-2015. 
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musim tanam dan musim panen menjadi aktifitas rutin dan pemandangan menarik 
di Desa Kertoraharjo. Aktifitas tersebut menjadi kegiatan paling ramai di desa 
ditandai dengan aktifitas jalan-jalan raya dipagi hari banyak pengguna sepeda dan 
motor yang akan berpergian kesawah. 
Di Desa Kertoraharjo para petani tergabung dalam Gapoktan (Gabungan 
Kelompok Tani) yang kemudian terbagi lagi menjadi beberapa kelompok tani kecil. 
Salah satu sanggar kelompok tani yang peneliti datangi yaitu Kelompok Tani Ukir 
Sari. Kelompok tani ini memiliki sanggar tani dan susunan organisasi pengurus 
seperti yang terlihat pada gambar 4 dan 5 berikut: 
Gambar 4: Sanggar Tani Ukir Sari 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2015 
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Gambar 5: Susunan Organisasi Sanggar Tani Ukir Sari 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2015 
Susunan pengurus tidak menunjukkan bahwa kasta triwangsa mendominasi 
kepengurusan inti. Justru lebih banyak dari kasta sudra dan beberapa triwangsa 
hanya menjadi seksi bidang tertentu. Ini memberikan gambaran bahwa dalam 
kegiatan seperti kelompok tani aturan kasta juga tidak berlaku kaku. Artinya 
pemimpin kelompok tidaklah orang dari kasta triwangsa semata. 
Sepeti yang disampaikan oleh MS (45) bahwa pengurus pada kelompok tani 
dipilih dari hasil musyawarah bukan berdasarkan kasta mereka, melainkan dipilih 
dengan profesionalnya. Menurutnya, walaupun kasta tinggi tapi kalau tidak paham 
mengenai pertanian juga rugi dipilih. Zaman sekarang harus menentukan pemimpin 
berdasarkan kemampuannya bukan kasta.36 
Terbentuknya Gapoktan dan kelompok tani adalah karena program 
pemerintah bernama P3A (Perkumpulan Petani Pemakiai Air) yang menggantikan 
                                                          
36 Wawancara dengan MS (45) pada 12-01-2015. 
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Subak di Desa Kertoraharajo. Alasan digantikannya Subak karena kondisi 
masyarakat yang majemuk dan memudahkan kontrol yang dilakukan pemerintah 
dalam perkembangan pertanian desa. 
Hasil wawancara mengenai kondisi pertanian di Desa Kertoraharjo banyak 
yang mengatakan cukup maju karena dibangun atas dasar kemampuan prefesionalis 
tadi. Sementara hasil identifikasi di lapangan dari berberapa kelompok tani 
menunjukkan bahwa pengurus-pengurus inti kelompok tani adalah mereka yang 
berkasta sudra karena kemampuan mereka dalam bidang pertanian sangat baik. 
Bahkan ketua kelompok tani sendiri adalah orang berkasta sudra. 
Tetapi tentunya dalam interaksi kelompok misalnya musyawarah kelompok 
tani peran triwangsa dan sudra menjadi menarik untuk dilihat. Berikut adalah hasil 
wawancara dengan KW (45) menyatakan bahwa: 
“…..dalam pemilihan di Gapoktan tidak ada 
digabungkan dengan kasta. Dalam musyawarah 
kelompok lebih banyak cenderung menggunakan 
bahasa Indonesia. Karena kasta dikelompok tani 
tidak dijungjung tinggi melainkan kebersamaan dan 
persatuan kelompok.”37 
Ini membuktikan bahwa dalam kegiatan pertanian pun kasta tidak berlaku 
seperti yang digambarkan secara normatif. Anggota kelompok melakukan aktifitas 
didasarkan atas kebersamaan dan persatuan. Nilai kebersamaan ini timbul karena 
perjalanan sejarah dan kondisi yang sama seperti yang telah peneliti jelaskan. 
Kemudian mampu menjadikan persamaan itu meleburkan batasan-batasan kasta. 
                                                          
37 Wawancara dengan KW (45) pada 16-02-2015. 
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Di Desa Kertoraharjo tingginya aktifitas pertanian juga dibarengi dengan 
adanya beberapa sarana produksi pertanian seperti traktor, dros (alat perontok 
padi), dan pabrik penggilingan padi. Pada aktifitas pembajakan lahan menggunakan 
traktor, petani akan menggunakan jasa pemilik traktor yang sudah membagi 
wilayah-wilayah kerja. Pembagian wilayah biasa didasarkan atas kedekatan lahan 
dengan pemilik traktor atau hubungan kekerabatan. Tukang traktor lebih banyak 
bukanlah pemilik traktor langsung tetapi pekerja yang merupakan buruh atau 
anggota tetap pemilik traktor. Para pemilik traktor di Desa Kertoraharjo rata-rata 
adalah sudra yang memiliki anggota pekerja berasal dari kasta triwangsa. Interaksi 
mereka tidak jauh berbeda seperti interaksi yang terjalin dilingkup kelompok tani. 
Sudra sebagai pemilik traktor atau majikan berinteraksi dengan anggotanya banyak 
menggunakan bahasa Bali kasar. Cara mereka memanggil tidak menggunakan 
sebutan nama sesuai dengan kasta. 
Ketika ditanya pemahaman mengenai kasta sudra selaku bos (diistilahkan 
sudra kaya) mengatakan bahwa kasta itu dianggap sudah tidak ada. Hubungan 
antara mereka adalah hubungan kerja, sudra kaya beranggapan bahwa kasta hanya 
berlaku di Pulau Bali saja. 
KM (43) salah seorang pemilik traktor dan dros juga mengatakan bahwa 
dalam kegiatan sehari-hari mereka sudah saling berinteraksi biasa, tidak ada kasta 
yang menjadi batasan-batasan mereka. Hubungan antara bos dan anggotanya sudah 
selayaknya yang ada, dimana anggota tentunya tunduk dan patuh pada bosnya. 
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Peduli atau tidaknya terhadap kasta itu bukan sebuah masalah karena semua sudah 
berbeda.38 
 Pada lain kesempatan WS (57) merupakan salah satu pemilik pabrik 
penggilingan padi, mengatakan bahwa kalau dalam keseharian anggota-anggotanya 
bahkan yang berkasta triwangsa berinteraksi tidak menggunakan aturan kasta. Rasa 
hormat karena kasta yang lebih tinggi hanya berlaku untuk nenek moyang mereka 
yang ada di Bali menurutnya.39 
Anggota-anggota yang termasuk para triwangsa pun merasa tidak merasa 
keberatan mengenai paham atau tidaknya bos mereka terhadap kasta. Mereka 
berfikir bahwa apa yang dilakukan bosnya dalam interaksi itu biasa saja, tidak 
pernah ada bentuk sidiran atau singgungan berkaitan kasta. Bahkan beberapa dari 
mereka berfikir sudah cukup dihormati oleh bos mereka karena telah diberikan 
pekerjaan dan tidak pernah dipermalukan. 
Pasar 
Tidak hanya pada bidang pertanian, tetapi bidang perdagangan seperti pasar 
menjadi pusat interaksi dalam melihat relasi kasta. Di Desa Kertoraharjo terdapat 
pasar yang sudah berdiri sejak masa transmigrasi awal, yang biasa disebut orang 
dengan istilah Pasar Kerto. Buka setiap hari senin dan jumat atau hanya dua kali 
dalam seminggu, mulai pukul 06.00-11.00 Wita. Pasar ini menjadi satu-satunya 
                                                          
38 Wawancara dengan KM (43) pada 26-03-2015. 
39 Wawancara dengan WS (57) pada 05-04-2015. 
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aktifitas ekonomi desa secara rutin baik pemenuhan kebutuhan hidup ataupun 
pemenuhan kebutuhan adat dan agama masyarakat Desa Kertoraharjo. 
Kios-kios penjual barang keperluan adat dan agama seperti sesaji dan 
lainnya sangat mudah dijumpai. Beberapa bahan yang dijual merupakan barang 
yang dikirim langsung dari Pulau Bali namun beberapa juga merupakan asli lokal. 
Gambar 6 dan gambar 7 dibawah ini menggambarkan bahwa ada kios penjual bahan 
sesaji yang biasa cukup ramai oleh aktifitas masyarakat Bali Desa Kertoraharjo. 
Gambar 6: Kios Penjual Bahan Sesaji 
 
 
 
 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2015 
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Gambar 7: Aktifitas Kios Penjual Bahan Sesaji 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2015 
Tak hanya kios penjualan bahan sesaji tetapi penjual makanan-makanan 
tradisional khas Bali juga menjadi pusat kerumunan dan aktifitas interaksi warga. 
Disini peneliti kemudian melihat bagaimana kasta-kasta saling berinteraksi dalam 
pasar. 
Dari observasi yang dilakukan pada aktifitas pasar masyarkat Bali lebih 
banyak menggunakan bahasa Indonesia dibeberapa tempat. Khusus pada penjual 
peralatan sesaji dan makanan tradisionalah terdengar bahasa Bali dengan sangat 
jelas. Aktifitas jual beli yang dilakukan banyak pedagang yang mengunakan bahasa 
Bali kasar pada pembeli. Sesekali juga pedagang menggunakan bahasa Bali halus 
pada pembeli yang berkasta tinggi terutama generasi transmigrasi awal, tetapi tidak 
semua pedagang hanya yang paham saja. 
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Berikut ini adalah informasi dari LM (52) yang menjelaskan kondisi 
interaksi kasta dalam kegiatan jual-beli di pasar: 
“…..kalau di pasar ya biasa pakai bahasa Indonesia. 
Tetapi kalau sesama Bali pakai bahasa Bali biasa 
bukan bahasa halus. Kalau ketemu sama gusti atau 
agung ya saya sapa dan tanya pakai bahasa halus 
tapi biasa malah dibalas pakai bahasa Indonesia. 
Jadi umumnya banyak yang pilih pakai bahasa 
Indonesia saja.”40 
Dalam pernyataan ini LM (52) coba menggambarkan bahwa masyarakat 
Bali yang berinteraksi satu sama lain di pasar tidaklah kaku pada ketentuan kasta. 
Bahakan golongan triwangsa sekalipun lebih banyak menggunakan bahasa 
Indonesia dalam interaksinya. Bahakan LM (52) dalam wawancaranya juga 
menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara kasta tinggi dan kasta 
rendah. Mereka semua sama saja tidak seperti yang ada di Pulau Bali. Menurut 
keterangannya di Pulau Bali sesama orang Bali akan berbicara halus dipasar, 
sementara ketika berbicara dengan orang lain (suku lain) akan menggunakan bahasa 
pasaran atau bahasa Indonesia. 
Pasar Kerto tidak hanya terdapat suku Bali saja dalam aktifitasnya, tetapi 
suku lain seperti Jawa, Lombok, Bugis-Luwu, Toraja, dan lainnya menjadikan 
interaksi yang terbangun secara dominan lebih mengarah ke sifat yang lebih umum. 
Interaksi sesama masyarakat Bali hanya banyak terjadi di beberapa kios-kios saja 
seperti diatas. Sehingga sangat wajar bila aktifitas dominan ini kemudian digunakan 
                                                          
40 Wawancara dengan LM (52) pada 25-01-2015. 
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sebagai acuan dalam melakukan interaksi baik dengan suku lain atau bahkan 
sesama suku. 
Perubahan pemahaman dan perubahan relasi pada penelitian ini dalam ilmu 
atropologi disebabkan oleh proses Akulturasi. Merupakan proses sosial yang timbul 
apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada 
unsur-unsur dari suatu kebudayaan lain sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun 
diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya 
kepribadian kebudayaan itu. Seperti kasus dalam penelitian ini, dimana kebudayaan 
kasta Bali yang diperhadapkan dengan berbagai kondisi budaya seperti budaya 
suku-suku lain sehingga pada akhirnya mengalami perubahan. Meskipun nama-
nama dalam kasta tidak mengalami perubahan, tetapi praktek-praktek interaksi 
dalam kehidupan sosial mengalami perubahan. 
2. Relasi dalam Konteks Adat dan Agama 
Adat dan agama dalam masyarakat Bali adalah kesatuan yang tidak bisa 
dipisahkan. Adat Bali dan agama Hindu dalam aktifitasnya sangat beriringan. 
Aktifitas adat dan agama sangat kental dan menjadi ciri kuat dalam masyarakat 
Bali. Masyarakat Bali di luar Pulau Bali seperti Desa Kertoraharjo sangat 
memegang teguh hal ini. Jika diperhatikan pada cara bersembahyang, cara 
melakukan upacara-upacara, bahkan kondisi peralatan adat dan agama sangatlah 
identik dengan Pulau Bali. 
Kasta dalam konteks adat dan agama sangat berbeda dengan sebelumnya 
pada konteks sosial. Konteks adat dan agama lebih terkesan sakral dan aturannya 
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masih sangat jelas. Tentunya ini juga berlaku pada aturan-aturan kasta dalam 
konteks adat dan agama. 
GR (67) menggambarkan kondisi interaksi yang terjadi dilingkungan pura 
dan banjar, yaitu: 
“Keseharian masyarkat Bali berbeda dengan saat 
kalau di pura, banjar, atau rumah pendeta. Bahasa 
halus dan sopan serta sikap harus dijaga. Secara 
adat mereka lebih tinggi dari pada kita ini.”41 
Selain itu LM (52) juga mengungkapkan hal yang hampir serupa: 
“Kita bertamu misalnya kerumah brahmana maka 
kita harus tunduk dan hormat sama mereka. Kalau 
bisa bahasa halus harus pakai bahasa halus. Biyar 
di pura juga begitu kalau berbicara kita masih pakai 
bahasa halus.”42 
GR (67) dan LM (52) menjelaskan bahwa pada konteks adat dan agama 
seperti rumah (pendeta) dan pura interaksi yang dibangun antar-kasta masih sangat 
erat menggunakan aturan kasta. Bahkan saat observasi disalah satu rumah 
brahmana peneliti melihat perbedaan aktifitas itu secara mencolok. 
Alasan tetap menjaganya aturan-aturan kasta dalam kegiatan adat dan 
agama adalah ketakutan akan karma pala dan ketakutan akan hilangnya 
kepercayaan mereka. Aktifitas ini sangat jelas terbagi posisi atau kedudukan 
masing-masing golongan. Berbeda dengan konteks sosial yang sudah semakin 
melebur.  
                                                          
41 Wawancara dengan GR (67) pada 20-02-2015. 
42 Wawancara dengan LM (52) pada 25-01-2015. 
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Pada kegiatan upacara adat misalnya seperti purname yaitu sembahyang 
pada malam bulan purnama jelas membagi posisi brahmana sebagai pemimpin 
upacara atau pengatur sesaji. Sementara kasta lain menjadi anggota dalam 
berlangsungnya upacara tersebut. 
Hal lain misalnya pada upacara kematian atau angaben dimana setiap kasta 
menjadi sangat terlihat pembagiannya. Menurut GN (34) seorang perantau yang 
berprofesi wiraswasta di Desa Kertoraharjo asal Pulau Bali menjelaskan bahwa 
dalam ngaben masyarakat Bali masih kental akan kasta. Di Pulau Bali jika seorang 
brahmana, ksatria, atau weisya meninggal dunia maka bisa langsung dibuatkan 
acara ngaben. Sementara sudra biasa dikubur terlebih dahulu, menurutnya ini 
adalah bentuk peleburan dosa. 
Setelah itu keluarga-keluarga sudra kemudian bersatu secara kelompok  
untuk melakukan acara ngaben bersama. Ini juga karena kondisi ekonomi sudra 
yang rendah menjadikan mereka saling berkumpul dan membantu agar lebih ringan.  
Bentuk-bentuk kajang43 atau penutup mayatnya pun berbeda-beda. Tempat 
mayat atau biasa disebut lembu oleh orang Bali yaitu jenis hewan-hewan yang 
dibuat sebagai peti mayat biasanya dibuat dalam bentuk binatang sapi putih yang 
bergading, maknanya adalah kesucian dan perlambangan kendaraan Dewa Siwa. 
Ada pula yang dibuatkan dalam bentuk burung garuda, melambangkan 
kepemimpinan, ketegasan, dan kewibawaan pemimpin biasanya yang 
                                                          
43 Kajang adalah penutup atau kerudung. Kajang adalah salah satu piranti upacara pitra yadnya 
yaitu pengabenan. Terbuat dari kain putih yang berisikan tulisan dengan makna pelepasan. 
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melambangkan Dewa Wisnu. Biasanya kaum triwangsa yang menggunakan lembu-
lembu seperti itu. 
GN (34) mengungkapkan juga kalau di Desa Kertoraharjo masih tetap sama 
sepeti itu juga. Masyarakat masih menggolongkan antar-kasta dan memperlakukan 
secara berbeda. 
Di Desa Kertoraharjo masyarakat Bali masih sangat memegang teguh aturan 
kasta dalam konteks adat dan agama. Meskipun ada beberapa hal antara konteks 
adat dan agama yang memiliki keterkaitan dengan konteks sosial. Namun itu lebih 
pada masalah yang lebih jauh dan kompleks lagi, misalnya pernikahan dan ngaben 
versi baru. 
Ini merupakan temuan yang menarik dari penelitian ini berkaitan kasta 
dalam konteks adat dan agama. Beberapa hal seperti dijelaskan diatas dalam 
konteks adat dan agama tidak mengalami perubahan, tetapi jika dianalisis secara 
tidak disadari perubahan juga sudah mulai terjadi. 
Kondisi kekinian misalnya beberapa masyarakat Bali dari golongan sudra 
dapat melakukan ngaben secara langsung tanpa menunggu ngaben masal. 
Alasannya karena ketersediaan dana yang menunjang untuk diadakan ngaben 
secara langsung, tetapi konsep acaranya tetap berbeda dengan golongan triwangsa. 
Hal-hal semacam ini hanya terjadi sesekali saja menurut keterangan beberapa 
iniforman. 
Hal lain yang juga terkait adat dan agama adalah pernikahan masyarakat 
Bali di Desa Kertoraharjo. Sistem kekerabatan pada masyarakat Bali menganut 
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sistem patrilinear. Garis keturunan ditarik melalui pihak laki-laki yang merupakan 
pemegang peran penting, baik dalam hubungan keluarga itu sendiri maupun dalam 
hubungan kemasyarakatan. Anak laki-laki merupakan penerus keturunan, penerus 
hak dan kewajiban dalam keluarga. Anak laki-laki mempunyai hak mewaris harta 
kekayaan orang tuanya (pewaris) dan mempunyai kewajiban atau tanggung jawab 
dalam pemeliharaan sanggah atau pemerajan baik secara fisik maupun spiritual. 
Pemeliharaan secara fisik, maksudnya memelihara bangunan suci keluarga besar 
agar tetap bersih, aman, dan selalu dalam keadaan suci, sedangkan kewajiban 
religius adalah melakukan upacara (yadnya).  
Perbedaan Keluarga golongan triwangsa dan golongan sudra juga dapat 
dilihat kaitannya dengan perkawinan. Sebelum kondisi masyarakat Bali maju dan 
terbuka seperti sekarang ini, permasalahan perkawinan silang antara golongan 
triwangsa dan sudra merupakan permasalahan besar. Keturunan keluarga dari 
golongan triwangsa tidak dibolehkan kawin dengan keluarga golongan sudra. 
Konsekuensi kepada yang melanggar bisa tidak diakui lagi sebagai anak oleh orang 
tuanya atau juga bisa dibuang, tidak diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. 
Namun, fenomena tersebut dewasa ini sudah berubah sesuai dengan kemajuan 
peradaban manusia.  
Perbedaan dapat dilihat dalam kenyataan sosial, misalnya pemberian lebel 
nama pada keturunan masing-masing kasta yang sudah berbeda. Di Desa 
Kertoraharjo golongan triwangsa masih menggunakan gelar kekastaan dalam 
memberi nama anggota keluarganya. Sementara golongan sudra terutama sudra 
kaya sudah mulai menghilangkan penamaan kasta seperti penggunaan istilah wayan 
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untuk anak pertama, kadek untuk anak kedua, komang untuk anak ketiga, dan ketut 
untuk anak keempat. Nama-nama yang digunakan banyak kemudian tidak 
menggunakan istilah tersebut misalnya Agus Apnawirawan, Yogi Santoso, Hadi 
Darsana, Ayu Ratna Ningsih, Yayuk Kertiwigiani, Icha Budayanti, yang berkasta 
sudra. 
Ada kalanya dalam interpretasi dan pemahaman terhadap konsep kasta yang 
bersifat normatif disatu pihak dengan realitas objektifnya, telah menjadi sumber 
munculnya konflik kasta. Kasta dianggap symbol status dengan sejumlah atribut 
yang menyertainya. Simbol yang ada menyiratkan kekuasaan dan wewenang dalam 
bidang tertentu, dalam hal ini semaki tinggi kasta seseorang, atribut yang ada 
padanya juga semakin luas dan semaki luas pula kekuasaan dan wewenang yang 
melekat padanya. Sebaliknya, semakin rendah posisi mereka dalam struktur kasta, 
semakin terbatas kekuasaan dan wewenang yang ada pada mereka (Triguna, 
1997:226; Svalastoga, 1989:53). 
Diwilayah transimgrasi kondisi semakin berubah. Perkawinan beda kasta 
menjadi hal biasa dan tidak dianggap tabu untuk dilakukan. Konsekuensi yang 
dijelaskan diatas tidak berlaku dalam masyarakat Bali Transmigran Desa 
Kertoraharjo. Kondisi awal mengenai kesamaan latar belakang menjadikan mereka 
merasa sama tanpa adanya perbedaan dan berhak menjalin ikatan dengan siapapun 
bahkan menikah dengan siapapun. Hal ini kiranya dapat disimpulkan dari benang 
merah uraian-uraian hasi penelitian yang ditulis bawa masyarakat transmigrasi 
mengalami perubahan. 
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Perubahan yang terjadi dalam konteks adat dan agama tidak seperti pada 
konteks sosial yang sudah sangat kompleks. Perubahan pada kontek adat dan agama 
diawali oleh keterkaitan dengan kontek sosial. Disimpulkan bahwa perubahan kasta 
pada kontek adat dan agama baru saja dimulai dan cenderung lebih lambat 
dibandingkan perubahan pada konteks sosial. Hal ini dikarenakan pengaruh 
interaksi dengan masyarakat luar Bali intensif terbangun dibandingkan dengan 
konteks adat dan agama. 
B. Faktor-Faktor Perubahan Kasta di Desa Kertoraharjo 
Perubahan kebudayaan dan masyarakat Bali terutama di Desa Kertoraharjo 
sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal (dinamika kebudayaan 
Bali sendiri) maupun eksternal (pengaruh kebudayaan luar). Sehingga dalam 
penelitian ini peneliti membagi dua faktor tersebut dan mencoba menemukan 
masalah pada masing-masing faktor. Adapun kedua faktor tersebut adalah: 
1. Faktor Internal 
Faktor internal adalah faktor yang lahir dari masyarakat Bali di Desa 
Kertoraharjo sendiri. Hal yang terkait dengan faktor internal adalah adaptasi yang 
merupakan sebuah konsep umum dipahami terutama di Ilmu Antropologi. Adaptasi 
merupakan proses penyesuaian manusia. Kajian antropologi, adaptasi selalu 
dikaitkan dengan proses penyesuaian kebudayaan atau lingkungan. Sementara 
lingkungan sendiri terbagi atas dua yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 
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Pengertian adaptasi yang dipakai bukanlah adaptasi berpola tetapi terencana 
berdasarkan sistem atau kodratnya. Adanya adaptasi semacam ini tidak dapat 
disangkal, tetapi yang dianggap pemeran utama adalah adaptasi sebagai suatu 
prilaku yang secara sadar dan aktif dapat memilih dan memutuskan apa yang ingin 
dilaksanakan sebagai usaha penyesuaian. Proses prilaku semacam ini mungkin 
terkendali oleh berbagai sifat sistem, tetapi tidak mutlak demikian. Adaptasi 
alamiah berbeda dengan adaptasi aktif yang dilaksanakan oleh manusia sebagai 
mahluk yang beradap. 
Adaptasi di Desa Kertoraharjo diawali dengan kondisi lingkungan fisik 
yang sangat memprihatinkan. Lokasi awal transmigrasi merupakan hutan belantara 
yang harus diolah dan dijadikan sebagai lahan-lahan pertanian. Dalam semua 
wawancara, informan ketika diberikan pertanyaan seputar kondisi awal 
transmigrasi mereka mejelaskan dengan sangat emosional dan penuh dengan 
pemaknaan. Semua cerita memiliki sisi kesamaan yaitu kondisi pemukiman yang 
masih hutan, akses jalan tidak ada, makanan sangat minim, peralatan sederhana. 
Tetapi pada kondisi semacam ini masyarakat Desa Kertoraharjo harus tetap 
melakukan pemenuhan kebutuhan (terutama kebutuhan primer). Jalan satu-satunya 
adalah bertani, tetapi tidak semudah yang dibayangkan. Hama tikus, babi, dan 
monyet menjadi ancaman tersendiri bagi tanaman mereka. Hasil yang ditanam 
terkadang habis tidak dapat dipanen sama sekali. 
Kondisi semakin membaik setelah masyarakat terus berjuang dan bersabar 
dalam menghadapi masalah ini. Diawali dari sistem irigasi yang mulai terbentuk 
dengan teratur dan sistematis. Masyarakat dapat menanam padi sebagai tanaman 
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komoditi andalan dan hasinya tidak saja hanya untuk makan tetapi sebagaian mulai 
bisa dijual. Disinilah hidup dan kesejahteraan masyarakat mulai membaik.  
Seiring perkembangannya, kesejahteraan justru lebih banyak diperoleh 
golongan sudra dibandingkan triwangsa. Golongan sudra memiliki keterampilan 
lebih baik dalam bidang pertanian dibandingkan triwangsa. Kemampuan praktek 
pertanian dan ketekunan bertahan (survival) menjadikan kondisi hidup mereka 
berubah. 
Sudra merupakan golongan yang dalam kasta tidak memiliki aturan-aturan 
kaku dalam pengaturan segi kehidupan. Mereka lebih cenderung bersifat bebas, 
sehingga sifat ini memudahkan mereka lebih leluasa melakukan adapatasi dan 
bertahan. Interaksi mereka juga tidak terbatas, bahkan banyak dari sudra justru lebih 
inteksif melakukan interaksi keluar suku seperti dengan masyarakat Jawa.  
Bagi triwangsa tentunya sangat susah meraih kesejahteraan dalam bidang 
pertanian yang tidak dipahami secara utuh terutama saat di Pulau Bali. Aktifitas 
utama mereka bukan fokus pada pertanian, tetapi keadaan menjadi berbeda dimana 
mata pencaharian satu-satunya dilokasi transmigrasi adalah bertani. 
Sudra mampu membangun usaha-usaha lain dari kesuksesan bidang 
pertanian, seperti pabrik penggilingan padi, penyediaan alat-alat pertanian modern, 
dan lain-lain. Banyak kemudian para triwangsa justru bekerja sebagai bawahan 
pada golongan triwangsa. Merasa tidak memiliki kemampuan memadai dalam 
bertani sementara kebutuhan semakin mendesak, maka banyak golongan triwangsa 
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menjual tanahnya sedikit demi sedikit bahkan ada yang menjual seluruhnya dan tak 
banyak kembali ke Pulau Bali lagi. 
Peserta transmigrasi di Desa Kertoraharjo tentunya memang berasal dari 
Pulau Bali namun berasal dari kabupaten yang berbeda-beda. Setiap kabupaten di 
Pualu Bali tentunya memiliki ciri dan cara yang berbeda-beda dalam menjalankan 
aktifitas adat dan agama maupun aktifitas sosial. Sehingga dalam kehidupan sehari-
hari ketika seorang warga melakukan kesalahan, mereka tidak akan memberikan 
sanksi atau teguran. Alasan utamanya adalah karena banyak masyarakat berfikir 
bahwa perbedaan wilayah juga memiliki cara yang berbeda beda sehingga yang 
dilakukan dianggap benar menurut yang melakukan. 
LM (52) dan NG (34) mengungkapkan bahwa pada masyarakat di Pulau 
Bali cara dalam beribadah banyak yang berbeda-beda, tetapi hakikat utamanya tetap 
sama. LM (52) dalam sebuat wawancara mengungkapkan: 
“Di Bali itu setiap daerah beda-beda caranya 
sembahnyang di pura. Ada yang cuman pakai 
bungan, ada yang harus lengkap sesajinya, bahkan 
kalau sembanhyang ada yang harus lengkap pakaian 
adatnya ada juga yang pakai pakaian umum…..”44  
Pertarungan kondisi internal ini cukup panjang, bahkan terkait kasta, 
seluruh masyarakat Bali paham tetantang kasta, tetapi cara dalam menjalankan 
kasta tentunya berbeda-beda. Kondisi perbedaan-perbedaan inilah menjadi salah 
satu faktor perubahan. 
                                                          
44 Wawancara dengan LM (52) pada 25-01-2015. 
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Golongan sudra memiliki jumlah lebih besar dibanding triwangsa, interaksi 
mereka lebih intensif diantara sesamanya. Ini menjadikan sudra lebih dominan dan 
banyak mempengaruhi masyarakat secara umum. Misalnya dalam berbahasa, jika 
sesama sudra mereka akan berbicara biasa atau menggunakan bahasa Bali kasar. 
Kebiasaan ini dilakukan terus hingga menjadi dominan. 
Pada akhirnya aturan-aturan kasta juga semakin memudar dari mulai proses 
dapatasi awal yang berjalan sampai pada kondisi sekarang. Inilah faktor cukup 
penting yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Sehingga faktor pertama yang 
mempengaruhi perubahan kasta adalah faktor adaptasi lingkungan fisik dan sosial 
dari dalam masyarakat Bali Desa Kertoraharjo sendiri. 
2. Faktor Eksternal 
Faktor eksternal adalah faktor dari luar masyarakat Bali itu sendiri. Faktor 
itu adalah multikulturalisme. Desa Kertoraharjo merupakan desa yang awalnya 
merupakan wilayah transmigrasi dengan nama Program Kertoraharjo 1. Pada 
awalnya istilah kertoraharjo merupakan istilah yang memang sudah dibuat 
Departemen Transmigrasi sebagai wilayah tujuan transmigrasi. Penduduk yang 
masuk dalam wilayah kertoraharjo 1 bukan hanya dari Pulau Bali saja, tetapi juga 
dari Pulau Jawa. 
Berada pada tempat yang sama dan lingkungan yang sama namun 
kebudayaan (asal) berbeda menjadikan suku Bali dan Jawa saling melakukan 
akulturasi. Masyarakat Jawa kemudian melakukan beberapa aktifitas kebudayaan 
yang sebenarnya sudah ada dalam kebudayaan mereka hanya saja menjadi berbeda 
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karena pengaruh Bali. Salah satunya adalah gotong royong pada kelompok 
masyarakat Jawa yang banyak terpengaruh oleh kebudayaan Bali. 
Tentunya tidak hanya masyarakat Jawa, tetapi masyarakat Bali mengalami 
hal serupa dalam berbagai kebudayaan. Seperti yang dikemukakan diatas bahwa 
kedua suku ini berada bersama sejak awal transmigrasi. Tentunya telah banyak 
interaksi yang intensif terbangun oleh kedua suku tersebut, terutama dalam konteks 
sosial. Misalnya seperti pembuatan akses jalan, fasilitas pemerintahan, fasilitas 
pendidikan, bahkan pada bidang pertanian. 
Interaksi yang terbangun secara intensif tersebut tentunya berdampak besar 
pada perubahan masyarakat Bali. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa 
informan bahwa kondisi sekarang sudah bersifat umum. Artinya kondisi yang 
terjadi merupakan hasil kompleks dari pengaruh kebudayaan-kebudayaan lain yang 
kemudian disepakati sebagai hasil yang sah pada disetiap kebudayaan. 
Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang sama sekali tidak mengenal 
istilah kasta yang ada dalam masyarakat Bali. Interaksi dengan semua golongan 
baik triwangsa atau sudra dibangun atas dasar pengetahuan kebudayaannya sendiri. 
Pada masyarakat Jawa perbedaan golongan tidak serumit yang ada di Bali. 
Masyarakat transmigran Jawa terutama menganggap semuanya sama saja dan tidak 
ada bedanya. Perlakukan yang diberikan kepada triwangsa maupun sudra sama 
sifatnya. Karena kebiasaan ini dibangun terus menerus maka beberapa masyarakat 
Bali juga ikut melakukan interaksi seperti masyarakat Jawa, baik sesama mereka 
maupun diluar suku mereka. 
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Alasan utama masyarakat Bali tidak menjalankan kasta dan melakukan 
interaksi seperti yang dilakukan masyarakat lain ke sesama masyarakat Bali karena 
masyarakat lain seperti Jawa pun tidak mendapatkan konsekuensi atau sanksi ketika 
interaksinya tidak sesuai dengan kasta. Ketika masyarakat Jawa menggunakan 
bahasa Indonesia kepada triwangsa, mereka tidak memberikan teguran apa-apa. 
Sekalipun mereka melakukan aktifitas yang bertentangan dengan kasta, misalnya 
saling bercanda dan memberikan olok-olokan kepada triwangsa. Beberapa kasus 
memang terjadi ketika observasi dilapangan. Saat di pasar misalnya peneliti melihat 
salah seorang bersuku Jawa sedang berbincang dengan suku triwangsa. Mereka 
saling bercakap-cakap santai sambil beberapa kali menyindir triwangsa tersebut 
dengan maksud bercanda. Kasus ditempat lain seperti sekolah juga beberapa suku 
seperti Jawa atau Toraja dalam memanggil siswa Bali berkasta triwangsa justru 
dengan beberapa sebutan gaul (olok-olokan). 
Nah, karena hal demikian sehingga masyarakat Bali mulai menganggap 
bahwa hal-hal yang dilakukan masyarakat suku lain itu biasa saja. Mereka juga 
berfikir bahwa tidak ada konsekuensi seperti yang mereka takutkan. Pada akhirnya 
kemudian mereka pun memalakukan hal yang sama dalam lingkup sesama 
masyarakat Bali. 
Kondisi ini diperparah dengan tidak hanya suku Jawa yang kemudian 
menjalin interaksi secara intensif dengan masyarakat Bali. Suku-suku lain 
kemudian mulai masuk ke Kertoraharjo untuk berbagai kepentingan. Suku Toraja 
misalnya yang menjalin hubungan dengan masyarakat Bali dalam bidang 
peternakan Babi. Suku Bugis-Luwu misalnya yang mulai masuk saat infrastruktur 
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alan sudah membaik untuk melakukan perdagangan pasar. Rata-rata mereka 
mendominasi perdagangan kuhusnya pakaian di pasar. 
Kondisi semakin kompleks akibat berbagai pengaruh kebudayaan yang 
berada pada satu tempat yaitu Desa Kertoraharjo. Pengaruh yang sangat besar tidak 
dibarengi dengan pemahaman yang kuat mengenai konsep kasta, menjadikan 
perubahan itu terjadi. Masyarakat Bali Desa Kertoraharjo khusunya mulai generasi 
pertama samapi generasi sekarang menjadikan alasan “umum” sebagai dalih 
pembenaran mengenai ketidak pahaman mereka terhadap konsep kasta. Sistem 
sanksi yang ada dalam kasta juga tidak sepenuhnya berlaku sehingga menjadikan 
kasta tambah memudar. Inilah faktor kedua dari perubahan kasta yang terjadi di 
Desa Kertoraharjo. 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian tentang dinamika relasi antar-kasta 
di Desa Kertoraharjo, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pemahaman mengenai konsep kasta, pembagian kasta, dan fungsi kasta di 
Desa Kertoraharjo masih sangat identik dengan pemahaman seperti di Pulau 
Bali. Kasta di pahami sebagi warisan kerajaan terkait strata yang membagi 
masyarakat Bali kedalam golongan-golongan yaitu brahmana, ksatria, 
weisya, dan sudra. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-
beda brahmana sebagai pendeta, ksatria sebagai abdi negara dalam bidang 
politik, weisya sebagai pedagang, dan sudra sebagai petani atau buruh. 
2. Pada kondisi kekinian pemahaman kasta di Desa Kertoraharjo mulai 
mengalami perubahan. Pemahaman pada poin satu di atas tadi merupakan 
ungkapan pemahaman kasta berdasarkan pemahaman di Pulau Bali. Kasta 
di Desa Kertoraharjo dipahami hanya sebagai hasil warisa keluarga 
mengenai pembagian golongan. Mengenai totalitas fungsi dari masing 
masing golongan tidak dipahami secara utuh. Kehidupan sehari-hari 
didasarkan pada aktifitas yang bersifat umum. Nama dalam kasta hanya 
dipahami sebagai bentuk formalitas semata. Informan-informan dalam 
penelitian ini seluruhnya menguraikan dan menjelaskan bahwa kasta pada 
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masyarakat di Desa Kertoraharjo memang sudah berubah. Tanggapan dari 
perubahan itu dimulai dari yang bersifat halus sampai sangat kasar. 
3. Perubahan pemahaman tentunya memiliki pengaruh besar terhadap relasi 
antar-kasta di Desa Kertoraharjo. Dalam melihat relasi kasta di Desa 
Kertoraharjo peneliti membagi kedalam tiga konteks: Pertama, pada 
konteks sosial yaitu masyarakat Desa Kertoraharjo yang melakukan 
aktifitas paling menonjol pada tiga bidang pemerintahan, mata pencaharian 
(pertanian), dan pendidikan. Kedua, pada konteks adat dan agama yaitu 
melihat relasi di Banjar dan Pura. 
4. Konteks sosial merupakan bidang yang paling besar mengalami perubahan, 
pada bidang pemerintahan, mata pencaharian, dan pendidikan. Seluruh 
interaksi dan relasi yang dibangun tidak disarkan pada pengetahuan tentang 
konsep kasta, melainkan pengetahuan yang terbangun dari aktifitas di 
wilayah transmigrasi. Bahasa umum dan interaksi umum menjadi dasar 
utama dalam relasi pada kontek sosial. Jika disimpulkan konteks sosial 
merupakan konteks yang mengalami perubahan paling kompleks dan sudah 
terjadi sejak masyarakat transmigran sampai diwilayah transmigrasi. 
5. Berbeda dengan konteks adat dan agama yang masih berpegang teguh pada 
konsep kasta. Masyarakat meyakini bahwa melanggar aturan dalam konteks 
adat dan agama memiliki resiko yang sangat besar. Untuk itulah kasta tetap 
berjalan dalam kontek adat dan agama. Beberapa dimensi dalam kontek adat 
dan agama sebenarnya juga mengalami perubahan, misalnya pada upacara 
ngaben dan pernikahan. Perubahan yang terjadi akibat pengaruh hubungan 
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dengan konteks sosial. Perubahan yang terjadi masih dikategorikan baru 
berjalan, tidak seperti konteks sosial yang sudah lama dan semakin 
kompleks. Perubahan lamban ini karena konteks adat dan agama merupakan 
segi paling sakral dan meyangkut nilai dan norma dasar pada masyarakat 
Bali. 
6. Faktor-faktor yang menjadikan perubahan kasta di Desa Kertoraharjo yaitu: 
pertama, faktor Internal (dari dalam masyarakat Desa Kertoraharjo) yaitu 
menyangkut pada proses adaptasi. Adaptasi yang terjadi dibagi atas dua 
yaitu adaptasi lingkungan fisik dan sosial. Hal ini mampu mengkonstruksi 
pemahaman kasta yang berbeda dengan konsep normatifnya. Dinamika 
internal dalam masyarakat Bali sendiri ketika sampai di wilayah 
transmigarasi dengan diperhadapakan akan lingkungan fisik dan sosial yang 
berbeda dengan Pulau Bali menjadikan mereka survival. Seluruh kebutuhan 
utama (primer) dan terutama menyangkut kebutuhan adat dan agama 
dikonstruksi sedemikian rupa sama dengan Pulau Bali. Keterbatasan 
menjadikan kondisi lebih sederhana terbentuk dan masyarakat berfikir 
tolerir yang kemudian berpengaruh besar pada perubahan internal.  Kedua, 
faktor eksternal yaitu menyangkut multikulturalisme. Kondisi 
multikulturalisme menjadikan konsep kasta mengalami akulturasi, baik 
dengan sesama masyarakat transmigrasi (suku Jawa) maupun suku asli 
Sulawesi Selatan. Aktifitas interaksi yang intensif membentuk masyarakat 
Bali di Desa Kertoraharjo kearah majemuk. Pola interaksi yang dibangun 
dengan masyarakat diluar suku menjadi kebiasaan yang juga dipraktekkan 
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dalam lingkup sesama suku Bali. Pada akhirnya pengaruh suku lain 
menjadikan perubahan dalam masyarakat Bali di Desa Kertoraharjo sendiri.  
B. Saran 
Penelitian ini memiliki saran-saran yaitu: 
1. Pembinaan dan pendidikan adat melalui lembaga non-formal seperti Banjar 
perlu dibentuk dan dijalankan untuk memberikan pembekalan dan 
pengetahuan adat dan agama yang tidak diperoleh di pendidikan formal. 
2. Kondisi kerukunan umat beragama antara masyarakat Bali (Hindu) dengan 
masyarakat Jawa (Islam) yang terjaga baik tetap harus dikontrol dan 
tingkatkan. Lain lagi kerukunan antara masyarakat Bali (Hindu) dengan 
masyarakat Toraja (Kristen) yang baru-baru ini memiliki konflik. Perlu 
diadakan mediasi dan penyelesaian agar tidak berlarut-larut menjadi konflik 
tertutup. 
3. Banyaknya hewan peliharaan yaitu anjing yang berkeliaran di jalan-jalan 
raya menjadikan ancaman tingginya angka kecelakaan di Desa 
Kertoraharjo. Tanggung jawab pemerintah terutama desa perlu 
mensosialisaikan ketertiban dalam pemeliharaan hewan tersebut. 
4. Perlunya pengelolaan baik kondisi hewan peliharaan yaitu Babi yang berada 
sangat dekat dengan lingkungan rumah dan beberapa akses jalan umum 
menimbulkan bau-bau yang sangat menyengat dan dapat berdampak buruk 
bagi kesehatan. 
5. Perlunya pemerintah desa dan kecamatan membuat website resmi dalam 
penyediaan informasi data desa dan perkembangan secara berkala. 
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LAMPIRAN 
1. Daftar Informan 
No. 
Waktu dan Tanggal 
Wawancara 
Nama Umur 
Kasta 
/Suku 
Pekerjaan Ket. 
1 
2015-01-12 
08.11.57 MS 45 Sudra 
Kepala 
Desa   
2 
2015-01-14 
09.48.06 AM 60 Ksatria Pengukir   
3 
2015-01-14 
10.55.59 WY 73 Sudra Petani   
4 
2015-01-15 
10.01.52 KP 31 Sudra Guru/PNS   
5 
2015-01-15 
10.30.55 DM 16 Brahmana Pelajar   
6 
2015-01-25 
19.45.39 LM 52 Ksatria Pedagang   
7 
2015-01-25 
19.45.39 GN 34 Weisya Wiraswasta   
8 
2015-02-08 
19.09.28 MK 55 Sudra 
Tukang 
Bangunan   
9 
2015-02-12 
10.08.26 IS 45 Sudra 
Pensiunan 
PNS   
10 
2015-02-16 
18.52.17 KW 65 Sudra 
Pengurus 
Gapoktan   
11 
2015-02-20 
09.45.27 GR 67 Ksatria 
Pensiunan 
PNS   
12 
2015-03-24 
09.10.23 IB 68 Brahmana Pendeta    
13 
2015-03-26 
19.04.22 KM 43 Sudra Wiraswasta   
14 
2015-04-05 
09.23.04 WS 57 Sudra Wiraswasta   
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2. Peta Lokasi Penelitian 
Sumber: Website Resmi Kabupaten Luwu Timur (BAPPEDA). 
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3.   Surat Izin Penelitian 
 
 
 
